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KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

Rencana Strategi§Renstra)merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman
lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. eRdra merupakan
dokumen perencanaan taktisstrategis yang menjabarkan potret permasalahan
pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan
bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan
kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebututagrah.

Berdasarkan Undangundang No. 25 tahun 2004tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah KPD memuat
memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
yang disusun seau dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman
kepada RPJM daerah dan bersifat indikatiRenstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ini
digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kesehatan di Kota Denpasar dalam kuruwaktu lima tahun (20162021).

Terimakasih danpenghargaan yang setinggiingginya kami sampaikan kepada
semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota
Denpasar 201:2021.Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkaetunjuk dan
kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan Kesehatan di Kota
Denpasar dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.

Denpasar, September 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes
NIP. 196204191988032007
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DENPASAR

NOMOR

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS
KESEHATAN KOTA
DENPASARTAHUN 2016 -2021

RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2016 -2021

BAB PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pemban gunan nasional,
yang pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen
Bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah dengan tujuan
meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud deraj at kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya
sebagai investasi bagi pembangunan-sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang -undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi /Kabupaten /

Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu
kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Perencan aan Pembangunan Daer ah tersebut disusun berjangka, meliputi
a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka
waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang

mengacu pada RPJP Nasional.
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b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM D) untuk jangka
waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM
Nasional.

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu
tahun.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan
pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun
lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.
RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis -strategis yang menjabarkan
potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah
secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat,
dengan mengutamakan kewenangan yang wajib dis usun sesuai dengan prioritas
dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Undang -undang No. 25 tahun 2004 Renstra SKPD memuat
memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat d aerah
serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD-dapat dikategorikan sebagai dokumen
manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan
program -program strategis sesuai dengan kebutuhan masing -masing bidang
dalam lingkup SKPD.

Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara
keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator
perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam
RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan
PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang
disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) .

Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar dengan

pembangunan di Provinsi Bali  dan Pembangunan  Kesehatan Nasional,
penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada Cita T cita luhur
ban gsa Indonesia yaitu Tri Sakti dan kemudia n cita 1 cita tersebut dijabarkan
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dalam Nawacita yaitu sembilan tujuan pembangunan nasional yang berlaku
sampai dengan 2019.

Disamping mengacu pada program dan kebijakan pembangunan
kesehatan Provinsi Bali,  yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jang ka
Panjang Daerah (RPJPD) 2005 -2025 yaitu Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri
Hita Karana, dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Bali yaitu: Bali yang Aman, Maj u, Damai danBabej aht er
Mandara 0. Renstra Dinas Kesehatan Ju ga mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Denpasar Tahun 2016 -2021.
Renstra tersebut disusun untuk mendukung Visi pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2016 -2021 f DENPASAR KREATI F BERWAWASAN BUI
KESElI MBANGAN MENUJU KEHAJR NINMIS A tletapan kebijakan
(Padmaksara) dan 33 program prioritas Walikota Denpasar yang menjadi dasar
dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar terutama pada misi
ke lima yaitu penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi
dan sekalanya berlandaskan Tri Hita Karana, Padmaksara ke enam Yyaitu
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat (Welfare  society)  menuju
kebahagiaan, dan Program ke lima belas yaitu meningkatkan kualitas kehidupan
sosial dan budaya dan program ke dua puluh yaitu m ewujudkan pelayanan
prima berdasarkan sewaka darma

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar secara substasial memuat
pokok T pokok kebijakan umum dibidang kesehatan dan arah serta strategi

pembangunan kesehatan di Kota Denpasar.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016 -
2021 adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan
sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kota Denpasar
dalam mewujudkan cita -cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan ar ah
kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian
Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mensinergikan Perencanaan

Pembangunan  Kesehatan Nasional dan Daerah melalui program -program
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kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencan a Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Denpasar

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016

2021 adalah :

1.

Merupakan pedoman resmi bagi Komponen Dinas Kesehatan Kota
Denpasar dan jaringannya dalam menentukan prioritas program

dan k egiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016 -2021
menyediakan target program dan kegiatan yang dapat digunakan

untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
pembangunan kesehatan di Kota Denpasar.

Menggambarkan capaian pembangunan kesehatan saat ini di Kota
Denpasar dan menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai

dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota
Denpasar dalam lima tahun kedepan

Mewujudkan keterpaduan arah kebij akan pembangunan kesehatan
nasional maupun daerah sesuai dengan tujuan. dan sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Mengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun

2016 -2021 berpedoman pada :

a.

Undang -Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Tingkat | Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bendahaaran Negara;
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang -Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint ahan Daerah;
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Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tah un 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan P emerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerabh;

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 741/Menkes/SK/V/ 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;

. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 828/Menke s/SK/V/ 2008 tentang
Juknis SPM;

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 457/Menkes/SK/V/ 2008 tentang

17 Sasaran Departemen Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/V/ 2008 tentang
Juknis PP 38 Tahun 2007;

Keputusan Menteri Kesehatan Nom or 189/2009 tentang Sistem Kesehatan
Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota De npasar Tahun 2005 -2025
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1;

Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ............ tentang RPIJMD Kota

Denpasar Tahun .................
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1.4 KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA SKPD
DALAM PERENCANAAN DAERAH

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang -Undang Nomor 25 tahun
2004, Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Denpasar  juga sangat terkait
dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan
Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang -
Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pemba ngunan Jangka Menegah
Nasional 201 5-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 201 5), Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005 -2025 (Perda Nomor 6
Tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali
2013-201 8 (Peraturan Da erah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar .

Adapun keterkaitan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan

dokumen di atasnya seperti terlihat dalam gambar berikut :
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Gambar 1. 1 Hubungan REN STRA dengan Dokumen Perencanaan
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1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan dokumen
perencanaan nasional untuk kurun waktu 25 tahun yang disahkan dalam
Undang -undang nomor 17 tahun 2007 dan RPJ P Nasional merupakan
dasar pemerintah pusat dalam menyususn RPJM Nasional yaitu rencana
dalam pembangunan selama lima tahun ke depan. Pemerintah provinsi
dalam menyusun RPJM daerah harus memperhatikan = kebijakan

kebijakan yang tercantum dalam RPJM Nasional maupun RPJP Nasional
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2. Penyusunan RPJM Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen

perencanaan selama lima tahun yaitu tahun 2016 12021 dilaksanakan
setelah adanya pemilihan kepala daerah, dengan mengadopsi apa yang
menjadi janji T janji Kepala Daerah terpilih dan tidak boleh terlepas dari

apa yang menjadi tujuan RPJP maupun RPJM Provinsi, serta harus
berpedoman pada kebijakan yang tertuang pada RPJM Provinsi dan RPJM
Nasional

3. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah
selama lima tahun yang penyusunan renstra tersebut mengacu pada
program kerja RPJM Kota dan Renstra Kementrian Kesehatan RI. Renstra
Kemenkes merupakan dokumen perencanaan teknis di bidang kesehatan,
yang memuat arah dan kebijakan kesehatan dan indikator rencana
program kegiatan bidang kesehatan.

4. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016 -2021 adalah
dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan sekaligus
kesepakatan bagi seluruh kompo nen Dinas Kesehatan Kota Denpasar
dalam mewujudkan cita  -cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah
kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama yang
memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan dan dilengkapi dengan
formulir kerangka angga ran dan  kerangka regulasi serta indikasi
pendanaan lima tahun kedepan . Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar
tahun 2016 -2021 dijadikan acuan dalam penyusunan renja - SKPD selama
lima tahun (2016 —-2021) .

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun
2016 -2021 adalah sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Memuat Latar belakang, maksud dan'tujuan, Landasan Hukum,
Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan
dokumen Perencanaan lainnya , dan Sistematika Penulisan
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Bab Il

Bab IlI

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VI

GAMBARAN PELAYANAN

Menggambarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas
Kesehatan Kota Denpasar, sumberdaya, Kinerja Pelayanan dan
tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Denpasar

ISU ISU STRATEGIS

Pada bab ini diuraika n identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan SKPD, telaah Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan

Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan rencana tataruang

wilayah dan kajian li  ngkungan hidup strategis dan penentuan isu -
isu strategis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat Visi, Misi, Tujuan jangka menengah , Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SAS ARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM D

PENUTUP
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GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

BAB

2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 20 17

tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah :

(1) Kepala Dinas memiliki tugas :

a. menet apkan program kerja Dinas Kesehatan berdasarkan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan

kebijakan pimpinan agart  arget kinerja tercapai sesuai rencana;

C. membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Keseh atan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan,
dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan

dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. membuat perumusan kebijakan kesekretariatan berdasarkan
kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaa n
tugas;

f. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan

Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya
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Kesehatan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

g. memb erikan petunjuk dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis
Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

h. memberikan pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang
kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar

penerbi tan perizinan;

i. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang

tugasnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

j- membina dan melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah
dan organisasi lain di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan
yang b erlaku dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kesehatan dengan cara membandingkan antara program kerja
dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan renc ana kerja yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;

m. m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

(2) Sekretaris memiliki tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. m endistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di | ingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif

dan efisien;
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memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian

di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan pr osedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

mengoord inasikan  penyusunan rencana operasional dan
penyelenggaraan tugas I tugas bidang serta memberikan
pelayanan administra  si sesuai dengan program kerja yang telah
ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan
rencana strategis sebagai dasar untuk penyusunan program
Dinas;

menyelenggarakan pengelolaan perencanaan program , data dan
informasi kesehatan berdasarkan rencana operasional Sekretariat

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksa naan
tugas;

menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan sesuai
peraturan perundang -undangan yang berlaku agar terciptanya
tertib pengelolaan keuangan yang akuntabel = ;

menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian,
penerimaan tamu dan Administrasi Perjalanan Dinas  sesuai
peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan lap oran kegiatan dan

rencana yang akan datang;

membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas Sekretariat;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan ma upun tertulis;
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(3) Subbag Perencanaan, Data dan Pelaporan memiliki tugas

a.

merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan, Data dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran

pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Subbagian Perencanaan, Data dan Pelap oran sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Perencanaan, Data
dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalah an;

melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang
perencanaan sesuai dengan kegiatan masing -masing bidang dan

Sekretariat agar menjamin keakuratan informasi yang dihasilkan;

mengoordinasikan  dan menyiapkan bahan perumusan rencana
dan progra m kerja Dinas Kesehatan berdasarkan rencana
kegiatan masing -masing Bidang dan Sekretariat serta ketentuan
yang berlaku agar pelaksaan program dan kegiatan berjalan

sesuai perencanaan;

menyiapkan bahan laporan kinerja, LKPJ, LPPD, dan SPM  sesuai
ketentuan peraturan perundang i undangan yang berlaku
sebagai bahan pertanggungjawaban;

menyusun laporan kinerja Dinas sesuai peraturan dan prosedur

yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan pengelolaan subdomain sesuai dengan ketentuan

yang berlak u untuk peningkatan kualitas informasi;
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(4)

menghimpun  dan menginventarisasi laporan hasil pengawasan

internal dan eksternal di lingkungan Dinas Kesehatan Kota
Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
evaluasi ;

menyiapkan administrasi dan rekomendasi penelitian bagi siswa
dan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi ;

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian
Perencanaan, Data dan Pelaporan dengan cara m engidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian
Program dan Informasi Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan re ncana

yang akan datang;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Subbag Keuangan memiliki tugas

a.

merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing untuk—kelancaran
pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Subbagian Keuan gan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;

menyusun r encana anggaran biaya langsung dan tak langsung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOENPASAR 2012021



f. melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan yang berlaku dan pedoman yang
telah ditetapkan ag ar terciptanya pengelolaan keuangan yang
akuntabel ;

g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan
pertanggungjawaban  yang akuntabel ;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian
Keuangan d engan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

j- m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

(5) Subbag Umum dan Kepegawaian = memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan k etentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;

C. membimbing pelaksanaan—tugas bawahan di | ingkungan
Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai di
lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar distribusi pegawai merata di setiap

bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
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melaksanakan urusan surat -menyurat dan penggandaan naskah
dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib
administrasi;

Melaksanakan urusan umum dan rumah tangga sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
merencanakan da n m elaksanakan urusan administrasi perjalanan
dinas dan penerimaan tamu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib

ad ministrasi kepegawaian;

melakukan upaya -upaya peningkatan disiplin pegawai sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar terjadi peningkatan kualitas
pegawai;

melaksanakan pengelolaan barang daerah di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan peraturan perundan g T undangan yang
berlaku agar tercipta tertib administrasi;

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum
dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

menyusun laporan pelak sanaan tugas di lingkungan Subbagian
Umum dan Kepegawaian  sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan
datang;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

(1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki tugas :

a.

menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan
Masyarakat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan

Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan
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tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

dijalankan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan pera turan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai
dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan angka
kesakitan kemat ian ibu dan bayi serta menurunkan prevalensi

gizi buruk ;

merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat meningkatkan

pemberdayaan dan derajat kes ehatan masyarakat ;

merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku agar
meningkatkan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga ;

menge valuasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan

dan rencana yang akan datang;

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan
Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesehatan Masyarakat;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.
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(2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi memiliki tugas :

a.

merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan Masyarakat
dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib da n lancar;
memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi- Kesehatan
Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektoral
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas ;

merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program
kesehatan ibu, anak, remaja, Keluarga Berencana (KB), lansia

dan gizi sesuai dengan Standar Pelayanan  Minimal

(SPM) /peraturan yang berlaku untuk kelancaran p elaksanaan
tugas .
melaksanakan —pembinaan teknis,monitoring dan evaluasi

program kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan— remaja,
Keluarga Berencana, kesehatan lansia dan program gizi di
masing -masing Puskesmas sesuai dengan peraturan yang
berlaku agar ter tib administrasi ;

memantau kasus risiko tinggi pada maternal dan neonatal, bayi
dan anak balita, remaja, lansia dan gizi buruk sesuai dengan
peraturan yang berlaku agar dapat menurunkan angka kesakitan

dan kematian ;

meningkatkan kapasitas sumber daya tenag a kesehatan ibu,

anak dan remaja, lansia dan gizi sesuai dengan ketentuan yang
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berlaku agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya
kesehatan ;

melaksanakan pembinaan tentang upaya peningkatan kesehatan

ibu, anak, remaja, Keluarga Berencana, lansia dan ¢ izi di
masing -masing Puskesmas sesuai dengan peraturan yang
berlaku agar dapat menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan
menurunkan prevalensi gizi buruk;

melaksanakan pembinaan bidan puskesmas /bidan puskesmas
pembantu dan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) sesuai d engan
peraturan yang berlaku untuk menurunkan angka kesakitan dan
angka kematian ibu, bayi, dan penurunan prevalensi gizi buruk i
melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) sesuai dengan
peraturan yang berlaku agar penyebab kematian ibu melahirkan

dan angk a kematian bayi baru lahir dapat diketahui dengan

jelas ;

mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan gizi masyarakat dan
gizi institusi  di puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku

agar pelaksanaan penyuluhan gizi masyarakat dapat
dilaksanakan dengan bai  k sesuai dengan rencana
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG) sesuai dengan peraturan yang berlaku
agar tersedia data kewaspadaan pangan dan gizi di suatu
wilayah ;

mengoordinasikan p elaksanaan kegiatan = penanggulan gan
kekurangan gizi, Kekurangan Vitamin A (KVA), Anemi Gizi Besi
(AGB), dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodum (GAKY) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar kasus kekurangan gizi

dapat diturunkan dan terdokumentasi :

mensosialisasikan program  -program keseh atan ibu , anak,
remaja, KB, lansia dan gizi sesuai dengan peraturan yang
berlaku untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat ;
melacak/mencari data persalinan, kematian bayi dan ibu di
rumah sakit/klinik sesuai dengan peraturan yang berlaku agar

dapat di ketahui data AKI dan AKB ;
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mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana

yang akan datang;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

(3) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas :

a.

merencanakan kegiatan s eksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan
Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan se suai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan

tanggung j awab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;
memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Promosi dan
Pemberdayaan —Masyarakat sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

melaksanakan advokasi , bina suasana program kesehatan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas ;

m elaksanakan gerakan masyarakat , kemitraan , kerjasama lintas
program dan lintas sektoral sesuai dengan peraturan yang
berlaku untuk terciptanya partisipas i masyarakat ;

merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program
Promosi Kesehatan (Promkes), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),
Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/Posyandu

dan desa siaga sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
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dan perat uran yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas ;

melaksanakan pembinaan teknis,monitoring dan evaluasi
program promkes,UKS,UKBM (Posyandu) dan desa siaga sesuai
dengan peraturan yang berlaku agar dapat meningkatkan peran
serta masyarakat dan meningk atkan derajat kesehatan
masyarakat ;

m eningkatkan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan program
Promkes,UKS dan UKMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan 3

m elaksanakan pembinaan tenaga fungsional @ Promosi kesehat an
teladan sesuai dengan kriteria yang berlaku sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi i
mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan  dengan mobil
keliling dan pameran pembangunan sesuai dengan tema yang

ditetapkan  agar pengeta huan masyarakat tentang kesehatan

dapat ditingkatkan
mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

menyusun laporan p elaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan
rencana yang akan datang;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan mau pun tertulis.

(4) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki

a.

tugas :

merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang
Kesehatan Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
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mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi  Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olahraga ;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerj a dan Olahraga sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

melaksanakan bimbingan teknis/supervisi dan evaluasi program
sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib
administrasi ;

melaksanakan pengawasan , pembinaan dan inspeksi sanitasi
Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk
terciptanya kesehatan lingkungan ;

melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan hotel
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan
surat keterangan  laik sehat hotel;

melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan kolam
renang/pemandian-umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai dasar penerbitan surat keterangan laik sehat kolam
renang/pemandian umum;

melaksanakan pengawasan, pembinaan dan insp eksi sanitasi
terhadap tempat -tempat umum lainnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar terciptanya kesehatan lingkungan ;
mengadakan  pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi
pangan terhadap rumah makan dan restoran sesuai dengan
ketentuan yang berlak u sebagai dasar untuk mengeluarkan
sertifikat laik hygiene sanitasi;

mengadakan  pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi
pangan terhadap jasa boga sesuai dengan peraturan yang
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berlaku sebagai dasar untuk mengeluarkan sertifikat laik hygiene
sanitasijasa boga;

mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi
pangan terhadap kantin sekolah sesuai peraturan yang berlaku
untuk mewujudkan makanan yang sehat, aman dan bergizi;

m. mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi
pangan terhadap makanan ja  janan dan sentra makanan sesuai
peraturan yang berlaku agar terciptanya kesehatan masyarakat ;

n. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi
terhadap sarana sanitasi dasar, air bersih dan air minum sesuai
peraturan yang berlaku untuk terciptanya = kesehatan masyarakat ;

0. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan ' pemeriksaan
kualitas air, penyuluhan dan perbaikan kualitas air sesuai
peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan masyarakat ;

p. melaksanakan pendataan dan pembinaan pengelola pestisida
serta melaksanakan pemeriksaan cholenestrase  darah bagi
pemakai dan pengelola pestisida sesuai peraturan yang berlaku
agar diketahui derajat cholenestrase dalam darah ;

g. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program
kesehatan kerja dan olahraga sesuai peraturan yang berlaku agar
dapat meningkatkan kebugaran dan kinerja pegawai ;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerj a di masa mendatang;

S. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk
pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

t. melaksanakan tugas ked inasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki tugas :
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menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan
dan Pengendal ian Penyakit berdasarkan rencana program Dinas
Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan
tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas

yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak ter jadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

merencanaka n, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat ;

merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan Pencegah an dan Pengendalian Penyakit
Menular  sesuai dengan peraturan —yang  berlaku untuk

menurunkan kasus penyakit menular ;

merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Ji  wa sesuai dengan peraturan yang

berlaku untuk menurunkan kasus penyakit tidak menular ;

merumuskan , melaksanakan kebijakan dan bimbingan teknis di
bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan
penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan
Narkotika, Psikotrofika, dan Zat adiktif lainnya (NAFSA), dan
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kesehatan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan norma, standar, prosedu r dan kriteria di bidang
surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit

tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika,
Psikotrofika, dan Zat adiktif lainnya (NAFSA), d an kesehatan haji
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

menyebarluaskan informasi cara  -cara pengendalian sumber -
sumber penyakit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat;

merencanakan kegiatan penelitian pengendalian, pengawasan
penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) sesuai

dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan dampak KLB;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dengan cara me mbandingkan antara
rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

(2) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi memiliki tugas :

a.

merencanakan kegiatan Seksi Surv eilans dan Imunisasi
berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dan ketentuan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing  untuk kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi;
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membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Surveilans
dan Imunisasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

melaksanakan kegiatan pengumpulan data penyakit di- sarana
pelayanan kesehatan dan masyarakat secara aktif maupun p asif
sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bahan

perencanaan kedepan ;

m elaksanakan kegiatan pengolahan, analisa dan interpretasi data
penyakit, serta penyebaran informasi kepada lintas program
maupun lintas sektor terkait sesuai dengan peraturan yan g
berlaku agar terdokumentasi penyakit untuk dilaksanakan

pencegahan ;

m elaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar diketahui pola penyakit ;

mengoordinasikan  lintas program maupun lintas sektor sesuai
dengan pera turan yang berlaku untuk  memperlancar

pelaksanaan tugas ;

melaksanakan kegiatan surveilans kesehatan haji dan vaksinasi
meningitis kepada calon jamaah haji sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar kesehatan haji dapat terpantau;

melaksanakan investigasi da  n Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian
Luar Biasa (SKD KLB) Penyakit berpotensi wabah/KLB
berdasarkan faktor risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk mencegah terjadinya KLB;

menyiapkan pengadaan dan mendistribusikan vaksin ke fasilitas
pelayanan kese hatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk

menjamin ketersediaan vaksin;

mengumpulkan bahan monitoring, data sarana vaksinasi,
pengolahan dan analisa data serta evaluasi pelaksanaan

vaksinasi rutin dan insidentil pada sarana pelayanan kesehatan
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serta menganalisa hasil penelitian penyakit sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS) berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk terjaminnya

imunisasi anak sekolah;

men goordinasikan  pelaksanaan vaksinasi kanker cervix sesuai
dengan prosedur yang berlaku untuk menjamin kesehatan
remaja perempuan;

melaksanakan pembinaan program ke UPT Dinas Kesehatan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung program
Dinas;

mengeva luasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Surveilans
dan Imunisasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Surveilans dan Imunisasi sesuai den gan prosedur dan peraturan
yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan

datang;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

(3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular memiliki

tugas :

a.

merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular berdasarkan rencana operasional Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan s esuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan
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tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalaha n,
menyebarluaskan  informasi, mengumpulkan  bahan dan
penanggulangan penyakit menular langsung secara keseluruhan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencegah
penyakit menular langsung;

mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan,
penang gulangan penyakit bersumber binatang sesuai dengan
ketentuan vyang berlaku untuk mengantisipasi penyakit
bersumber binatang ;

melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi Pencegahan
dan Pengendalian penyakit menular ke fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk
menurunkan kasus penyakit menular;

m endistribusikan sarana dan prasarana program
penanggulangan penyakit menular langsung ke fasilitas
pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk kelengkapan kebutuha n fasilitas;

menginventarisasi dan mensosialisasikan perkembangan kasus
penyakit bersumber binatang yang terjadi ke instansi lintas
sektor terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk
mendapatkan umpan balik

m engevaluasi pelaksanaan tugas di lingkun gan Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit =~ Menular dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;
menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban

dan rencana yang akan datang;
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m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

(4) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menul ar

dan Kesehatan Jiwa memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan rencana
operasional Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

C. membimbing pelaksanaan tugas bawah an di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa ,
pencega han dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengambilan
kebijakan;

e. m elaksanakan kegiatan kesehatan jiwa dan nafza sesuai dengan
ketentuan yang berlaku —untuk meningkatkan kesehatan jiwa
masyarakat;

f. mengoord inasikan lintas program maupun lintas sektor,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai

ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan pembinaan program ke UPT Dinas Kesehatan
berdasarkan ketentuan yang berlaku un tuk mendukung program
Dinas;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
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menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan
datang;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

(1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan memiliki tugas :

a.

menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan
Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
dijalankan efektif dan ef isien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer sesuai
dengan peraturan  yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan
dengan baik ;

merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai
dengan peraturan yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan

dengan baik ;
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merencanak an, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai
dengan peraturan yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan
dengan baik ;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan
dengan cara memband ingkan antara rencana operasional dan
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan rencana yang akan datang;

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang = Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer memiliki tugas :

a.

merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
berdasarkan rencana operasional Bida ng Pelayanan Kesehatan
dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer sesuai de ngan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanakan
manajemen puskesmas sesuai dengan perundang -undangan
yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi ;
merencanakan, memonito ring, dan mengevaluasi pelaksanaan
pelayanan publik di puskesmas sesuai dengan perundang
undangan yang berlaku agar pelayanan dapat dilaksanakan

dengan baik ;
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merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan
akreditasi puskesmas  sesuai dengan perun dang -undangan yang
berlaku agar puskesmas dapat terakreditasi dengan baik ;
pembinaan dan pengawasan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku agar
tercipta FKTP yang berkualitas

m erencanakan, menilai, membina , memonitoring, dan
mengevaluasi pelaksanaan puskesmas berprestasi sesuai dengan
perundang -undangan yang berlaku agar puskesmas dapat
predikat berprestasi yang baik :

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di puskesmas sesuai dengan perundang -
undangan yang berlaku agar pelaksanaan JKN dapat berjalan
dengan baik dan dapat tercapai total coverage ;

pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan di puskesmas
sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku agar tercipta
tertib administr  asi;

mengkoordinir  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  luar
gedung /Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) sesuai dengan
perundang -undangan yang berlaku agar tercapai kesehatan
masyarakat yang mandiri dan berkualitas ;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan Fasilitas K esehatan
Tingkat Pertama(FKTP) sesuai dengan perundang -undangan
yang berlaku agar tercipta FKTP yang berkualitas :

merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan
Perawatan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan perundang -
undangan yang berlaku agar ma syarakat sehat, mandiri, dan
berkualitas ;

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan prosedur dan
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peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana
yang akan datang;
m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

(3) Kepala Seksi P elayanan Kesehatan Rujukan memiliki tugas :

a.

merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan

dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawah an sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang d iberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fasilit as pelayanan
kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan perundang -undangan
yang berlaku agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan
dengan baik dan berkualitas :

merencakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan
medical check up pejabat dan keluarga sesuai-— dengan
perundang -undangan yang berlaku agar terlaksana medical
check up sesuai dengan rencana dan kebutuhan ;

merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan
program indera puskesmas sesuai dengan perundang -undangan
yang berlaku agar program keinde raan dapat dilaksanakan
dengan baik ;

menyiapkan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan
pelayanan P3K dan kebencanaan sesuai dengan perundang -
undangan yang berlaku agar kegiatan P3K dan kebencanaan

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuha n;
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i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

J- menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pelayanan Kesehatan R ujukan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana
yang akan datang;

k. m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

(4) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional memili ki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan
dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan ta nggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;

C. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan ‘tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerja an berjalan tertib
dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan

Kesehatan Tradisional sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan
pelay anan kesehatan tradisional di puskesmas sesuai dengan
perundang -undangan vyang berlaku agar tercipta tertib
administrasi penyehat tradisional ;

f. merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelayanan
asuhan mandiri di puskesmas sesuai dengan perundang -
undanga n yang berlaku agar pelayanan dapat dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOENPASAR 2012021



m elaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan
tradisional sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku
agar penyehat tradisional memenuhi peraturan perunfang -
undangany ang berlaku ;

menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sesuai
dengan perundang -undangan yang berlaku agar pelayanan
penyehat tradisional dapat dilaksanakan dengan baik dan
berkualitas ;

menerbitkan rekomendasi/ surat ijin" tenaga dan - sarana
kesehatan tradisional sesuai dengan perundang - -undangan yang
berlaku agar tertib administrasi ;

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan
Kesehatan Tradisional dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja d i masa mendatang;
menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana

yang akan datang;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberi kan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

(1) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas :

a.

menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan
serta petun juk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan
Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
dijalankan efektif dan efisie n;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai peraturan dan
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prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sumber Daya Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan seksi Kefarmasian sesuai peraturan yang
berlaku agar tercipta tertib administrasi ;

merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan
mengevaluasi kegiatan seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai peraturan yang berlaku
agar tercipta tertib administrasi ;

merencanakan, me laksanakan, membina, = monitoring dan
mengevaluasi kegiatan seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
sesuai peraturan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi ;
mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya
Kesehatan dengan cara membandingkan antara renc ana
operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya
Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai-akuntabilitas B idang Sumber Daya Kesehatan;

m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

(2) Kepala Seksi Kefarmasian memiliki tugas :

a.

merencanakan kegiatan Seksi Kefarmasian berdasarkan rencana
operasional Bidang Sumber Daya Keseha tan dan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi  Kefarmasian ;
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membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingk ungan Seksi
Kefarmasian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kefarmasian
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari ke salahan;

mengevaluasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) puskesmas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan

obat puskesmas dengan baik

merencanakan dan menyusun kebutuhan obat di tingkat Dinas
Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berla ku agar sesuai
dengan kebutuhan obat yang diusulkan dari puskesmas :
melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penggunaan Obat
Rasional (POR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
masyarakat dapat menggunakan obat secara baik dan rasional ;
melaksanakan pemb inaan dan pengawasan pelaksanaan
Pemberian Informasi Obat (PIO) dan konseling obat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar masyarakat dapat minum

obat sesuai dengan indikasi

melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kefarmasian
sesuai dengan ketentua n yang berlaku agar dapat terciptanya
tertib administrasi  ;

melaksanakan -pengadaan farmasi dan perbekalan kesehatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terpenuhinya
kebutuhan obat di seluruh puskesmas ;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan tata laksan a obat
kedaluarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar obat
kadaluarsa dapat dimusnahkan :

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan farmasi

dan perbekalan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
agar dapat terciptanya tertib administras i;

melaksanaan pengawasan pencatatan dan pelaporan bidang
kefarmasian puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar terciptanya tertib administrasi ;
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n. mengevaluasi  pelaksanaan tugas di lingkungan  Seksi

Kefarmasian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

0. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Kefarmasian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

p. m elaksanakan tugas kedi  nasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

(3) Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) berdasarkan renca na
operasional Bidang Sumber Daya Kesehatan dan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

C. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil—kerjabawahan di lingkungan Seksi Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

e. merencanakan dan mengadakan alat kesehatan puskesmas
sesuai deng an ketentuan yang berlaku agar terpenuhi alat
kesehatan untuk puskesmas :

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib

administrasi ;
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g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan
distribusi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
terciptanya tertib administrasi ;

h. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kalibr asi alat
kesehatan puskesmas dan UPT Pengawasan Farmasi dan
Makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar alat
kesehatan di puskesmas terkalibrasi dengan baik dan
berkualitas ;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Aplikasi© Sarana
Prasarana Alat Kesehat an (ASPAK) sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar puskesmas dapat menyajikan sarana

prasarana alat kesehatan dengan baik dan benar setiap

tahunnya ;
j- melaksanakan pembinaan dan pengawasan perawatan alat
kesehatan di puskesmas  sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar alat kesehatan dapat terpelihara dengan baik ;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Alat
Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk
pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

m. melaksanakan tugas kedin  asan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

(4) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan ketent uan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
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mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing -masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber

Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan prosedur dan perat uran
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

merencanakan, menilai, membina, dan mengevaluasi ' tenaga
kesehatan puskesmas teladan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar dapat memilih tenaga kesehatan teladan ;
menerbikan rekomendasi/perijinan tenaga kesehatan  sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar rekomendasi/perijinan
tenaga kesehatan terdokumentasi ;

menerbitkan rekomendasi/perijinan sarana kesehatan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar rekomendasi/perijinan
sarana kesehatan terdokumentasi :

menerbitkan perijinan produk makanan rumah tangga sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar perijinan produk makanan

rumah tangga terdokumentasi ;

mengevaluasi dan menyiapkan administrasi dan rekomendasi
praktik lapangan dan magang di bidang kesehatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar dapat dilaksanakan praktik
lapangan dan magang di puskesmas sesuai dengan rencana ;
menindaklanjuti permohonan studi/kaji banding sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar studi/kaji banding dapat
dilaksanakan dengan baik ;

merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan formal bidang kesehatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar pendidikan dan pelatihan formal

bidang kesehatan dapat dilaksanakan sesuai rencana ;
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merencanakan, memonito  ring, dan mengevaluasi pelaksanaan
studi/kaji banding dan peningkatan wawasan petugas Puskesmas
dan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
wawasan petugas dapat berkualitas ;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sumber
Daya Manusia Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana
yang akan datang;

0. m elaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DERBPLSIAPP
NO. 18 TAHUN 2016
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2.2.1 Geografi
Kota Denpasar terletak pada posisi 08 °356310 safMpadid9®8 Li ntang
Selatandan 115 °006 2 3 0 satBa®i2 7D1 B u j,wengah ketinggian 500
meter dari permukaan laut. Batas wilayah Kota Denpasar di bagian Utara,
Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupa ten Badung, sedangkan di bagian
Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar. Peta wilayah Kota Denpasar

seperti tampak pada gambar berikut:

Peta Wilayah Kota

Kab. Badung
Kab. Gianyar
Denpasar
P SelatBadung
Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km ? atau sebesar 2,18% dari

luas wilayah P rovinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4
wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat

kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan

memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km 2(39,12 persen).
Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km 2 (24,35 persen), dan
Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km 2 (18,88 persen).Adapun
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kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan

luas wilayah 22,54 km 2 (17,64 persen).

Penggunaan lahan di Kota Denpasar sebagian kecil dimanfaatkan sebagai
lahan sawah irigasi (21,26%), dan sisanya merupakan lahan kering (78,66%)
dan lahan lainnya (0,08%). Sementara itu luas kawasan hutan rakyat hanya
sebesar 0,59%, yang ditanam i Tanaman Hutan Rakyat yang meliputi hutan
mangrove yang berfungsi sebagai hutan pencegah abrasi terletak di kawasan

Suwung, Benoa dan Serangan.

2.2.2 Topografi dan Iklim

Topografi Kota Denpasar sebagian besar merupakan dataran rendah yang
terbentang dar i Selatan ke Utara. Panjang pantai + 11 Km, berupa perairan laut
yang meliputi pantai Padang Galak, pantai Sanur, serta pantai Pulau Serangan.
Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi oleh

angin musim.

Sebagai daerah tropis Kota Denpasar memiliki musim kemarau dan
musim hujan yang diselingi oleh musim panca roba, dengan curah hujan
berkisar antaral 1 437 mm. Curah hujan yang paling rendah terjadi pada Bulan
September vyaitu sebesar 1 mm, sedangkan curah hujan yang pa ling tinggi
terjadi pada Bulan Januari sebesar 437 mm. Suhu maksimum berkisar antara
29,9°C i 339°C dan suhu minimum berkisar antara 22,7 °c i 25,6 °C.
Temperatur tertinggi terjadi di Bulan Desember dan terendah terjadi pada Bulan

September dengan kelembaba  n udara berkisar antara 73 hingga 82 persen .

2.2.3 Pemerintahan

Pemerintahan Kota Denpasar secara adminnistratif terdiri dari 4
kecamatan dan 43 Desa/Kelurahan. Dari 43 Desa/ Kelurahan yang ada 16 buah
berstatus Kelurahan dan 27 berstatus Desa. Kecamatan Den pasar Selatan terdiri
dari 6 kelurahan dan 4 desa, Denpasar Timur 4 Kelurahan dan 7 Desa, Denpasar
Barat 3 Kelurahan dan 8 Desa dan Kecamatan Denpasar Utara 3 Kelurahan dan

8 Desa.
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2.2.4 Demografis

Berdasarkan hasil perhitungan geometris berdasarkan p royeksi Sensus
Penduduk 2010 yang dibantu oleh BPS Pro vinsi Bali, pencerminan penduduk
Kota Denpasar pada tahun 2015 berjumlah 880.600 jiwa yang terdiri dari
penduduk laki -laki sebanyak 449.700 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak
430.900 jiwa .

Pada gamb ar 2.1 terlihat peningkatan jumah penduduk di Kota Denpasar
dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Laju pertumbuhan penduduk mencapai
angka 4,28%. Laju pertumbuhan di Kota Denpasar cukup tinggi, hal ini
kemungkinan disebabkan karena tingginya mobilisasi pendu duk dari luar wilayah

denpasar.

Gambar 2.1
JUMLAH PENDUDUK KOTA DENPASAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2011 -2015

450000
400000
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300000
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200000
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@ Perempuan
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Sex ratio adalah perbandingan penduduk laki i laki dan penduduk
perempuan di suatu wilayah. S ex ratio penduduk  Denpasar pada tahun 2015

adalah 104,3 6 artinya terdapat 104 laki -laki diantara 100  penduduk perempuan.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam
bentuk piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk dapat

disusun sebua h piramida penduduk Kota Denpasar Tahun 2015. Badan piramida
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bagian kiri menunjukkan jumlah penduduk laki -laki, sedangkan badan piramida
sebelah kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida ini
memberikan gambaran struktur penduduk yang terdiri da ri struktur penduduk

muda, dewasa dan tua.

Grafik 2.2
PIRAMIDA PENDUDUK KOTA DENPASAR TAHUN 2015

>
L @Perempuan

il B Laki-Laki
T
(oo -

-y
—

Pada Grafik 2.1 terlihat bahwa jumlah balita adalah sebesar 8,6% dari seluruh
total penduduk dan jumlah usila 2,9 % dari seluruh total penduduk, sedangkan
persentase balita dan anak anak adalah 24,36% dari seluruh total penduduk

Denpasar. Berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk usia

produktif (dewasa) lebih besar dibandingkan usia non produktif (anak -anak dan
usia lanjut)
Indikator penting yang terkait dengan distribusi penduduk menurut umur

yang sering digunakan untuk mengetahui produktifitas penduduk adalah ratio

beban ketergantungan atau dependency ratio. Ratio beban ketergantungan
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adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang
tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun) dengan banyaknya
umur produktif (umur 15 -64 tahun). Ratio beban ketergantungan di Kota
Denpasar sebesar 38,14 , angka ini menunjukkan setiap 100 orang yang masih

produktif akan menanggung 38 orang yang belum/sudah tidak produktif lagi.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar tahun 2010 -2014
mengalami fluktuatif, tahun 2010 mencapai 7,60%, tahun 2011 turun menjadi
2,83% tahun 2012 turun menjadi 2,22% dan tahun 2014 turun lagi menjadi
2,06%.

Kepadatan penduduk memperlihatkan rata -rata jumlah penduduk per 1
km persegi. Semakin besar angka kepadata n berarti semakin padat penduduk
yang mendiami suatu wilayah. Kepadatan Penduduk Kota Denpasar adalah
6.892 per KM2, meningkat bila dibandingkan tahun 2014 seb esar 6.790 per km
persegi. Sedangkan Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kota Denpasar tahun

2015 mencapai umur  73.71 tahun.

2.3 SUMBER DAYA KESEHATAN

Faslitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pel ayanan kesehatan baik promoaotif,
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilaksanakan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan atau masyarakat (UU No.36 tahun 2009).
2.3.1 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 te ntang Puskesmas
menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif untuk mencapai deraja t kesehatan masyarakat yang setinggi

tingginyadi wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan
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kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah

kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas

juga memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

tingkat pertama dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama

serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2015).

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pela

yanan kesehatan kepada

masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang

telah memiliki kemampuan gawat darurat dan

3 Puskesmas mampu PONED

serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit

puskesmas keliling.

Tabel2.1 Distribusi Puskesmas Berdasarkan Desa yang Diwilayahi

No.

Kecamatan

PUSKESMAS

Desa/ Kelurahan

Denpasar
Utara

Puskesmas | Denpasar Utara

Desa Dangin Puri Kaja
Desa Dangin Puri Kangin
Kel. Tonja

Desa dangin Puri Kauh

Puskesmas Il Dpasar Utara

Desa Pemecutan Kaja
Kel Ubung
Desa. Ubung Kaja

Puskesmas IIl Denpasar Utarg

Desa Dauh Puri Kaja

Kel Peguyangan

Desa Peguyangan Kaja
Desa Peguyangan Kangin

Denpasar
Timur

Puskesmas | Denpasar Timur

Kel. Dangin Puri

Ds. Dangin Puri k=l
Kel. Sumerta

Desa Sumerta kelod
Desa Sumerta Kauh
Desa Sumerta Kaja

Puskesmas Il Denpasar Timur,

Kel. Penatih

Desa Kesiman Kertalangu
Desa penatih Dangin Puri
Desa Kesiman Petilan

Kel Kesiman

Denpasar

Puskesmas | Denpasar Selata|

WNEORWDNEROOEWN E O o N -

Kd Sesetan
Desa Sidakarya
Kel Panjer
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Kel Sanur

Kel Renon

Desa Sanur Kauh
Desa Sanur Kaja
Desa Pemogan

Kel. Serangan
Kelurahan Pedungan

Selatan

Puskesmas Il Denpasar Selatg

Puskesmas IIl Dnpasar Selata|

eI el

Puskesmas IV Denpasar Selat

Desa Padang sambian kelog
Desa Dauh Puri Kauh
Desa Dauh Puri Kangin
Desa Dauh Puri Kelod
Desa Dauh Puri

Desa Pemecutan Kelod
Desa Padang sambian kaja
Desa Tegal Kertha

Desa Tegal Harum

Kel Rdang sambian

. Kel Pemecutan

Sumber: Sub Bag Perencanaan dan Infokes Dikes Kota Denpasar

Denpasar

4.
Bamt Puskesmas Denpasar Barat |

Puskesmas Il Denpasar Barat

agrONROOBRLODNE

PETA SEBARAN PUSKESMAS DI KOTA DENPASAR

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat digambarkan

dengan indikator rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Rasio Puskesmas

S

per 30.000 penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2015 sebesar 0,3. Angka ini
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lebih rendah dari rasio puskesmas per 30.000 penduduk secara nasional tahun
2014 sebesar 1,16. Walaupun rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk
termasuk rendah hal ini belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya
mengenai aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar karena
adanya dukungan pelayanan kesehatan dasar dari sektor swasta di Kota

Denpasar.

Dari 11 Puskesmas yang ada di Kota Denpasar, 2 Puske smas sudah
dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat inap yaitu Puskesmas | Denpasar

Timur dengan 10 tempat tidur dan Puskesmas IV Denpasar Selatan dengan 10

tempat tidur.

Sejak tahun 2009 di Kota Denpasar sudah melaksanakan peningkatan
mutu pelayanan puskesmas dengan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas melalui
ISO 9001 : 2008 . Sampai dengan tahun 2014 Kegiatan 1SO di Puskesmas

di Kota Denpasar sudah terlaksana pada 4 (empat) Puskesmas diantaranya :

- Puskesmas Il Denpasar Selatan tahun 2009

- Puskesmas Ill Denpasar Selatan tahun 2011

- Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 2013

- Puskesmas Il Denpasar Barat tahun 2014

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan minimal terdapat 4

puskesmas dengan Pelayanan  Obstretrik dan Neonatal Emergensi Dasar
(PONED) di tiap kabupaten/kota yang merupakan salah satu upaya
pengembangan puskesmas. Upaya kesehatan PONED dilakukan untuk
mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan Obstetric
dan Neonatal Dasar. Akses masyarakat yang semakin mudah terhadap
pelayanan kegawatdaruratan diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan
AKIl dan AKB (kemenkes,2014). Di Kota Denpasar terdapat tiga puskesmas
PONED yaitu Puskesmas Il Denpasar Barat , Puskesmas IV Denpasar Selatan dan

Puskesmas | Denpasar Timur

Jumah kunjungan rawat jalan selama tahun 2015 di puskesmas sekota
Denpasar sebanyak 408.862 orang, sedikit mengalami penurunan bila

dibandingkan tahun 2014 sebanyak 474.878 orang.

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOENPA AR 2012021



600000

500000

400000

300000

200000

100000

Grafik 2.2 Tren kunjungan di Puskesmas se

Tahun 2010 -2015

-Kota Denpasar

—+— jml kunjungan

0

2011 2012 2013 2014

2015

Sumber: Sub Bag Perencanaan dan Informasi Kesehatan Dikes Kota Denpasar Tahun 2014

Sepuluh penyakit terbanyak yang ditemukan di Puskesmas se -Kota
Denpasar adalah:
Tabel 2.2 Pola sepuluh penyakit terbanyak di Puskesmas tahun 2015
No ICD Diagnosa L P Total
1 |JOO headache (Cepalgia + Sakit Kepala) 24.141 24.878 1 49.019
Essential (primary) hypertension (HT Prim
2 |110 / HT Saja) 14.996 17.536 | 32.532
3 |J02 Acute pharyngitis (Fargitis) 12.713 12.163 | 24.876
4 | R50.9 Fever, unspecified 5.527 5.329 10.856
5 | K30 Dyspepsia 3.247 5.037 8.284
6 | R51 Headache (Cepalgia + Sakit Kepala) 3.148 5.013 8.161
7 | M13 Others Arthritis (Atritis Lainnya) 3.348 4.546 7.894
Nortrinsulindependent diabetes mellitus /
8 | E11 DM Type Il (Usia > 40 Th) 3.772 3.780 | 7.552
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L23 Allergic contact dermatitis

2.490

3.403 | 5.893

10

K04.1 Necrosis of pulp

2.480

3.257 5.737

2.3.2 RUMAH SAKIT

Selain upaya promotif dan preventif, upaya kuratif dan rehabilitatif

meru pakan upaya yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Upaya kuratif dan rehabilitative dapat diperoleh di rumah sakit.

Rumah sakit

provinsi, Pemerintah Kota Denpasar dan TNI/POLRI dan

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya yaitu 5 buah

pemerintah  yang dikelola oleh Kementri

an kesehatan, Pemerintah

13 rumah sakit swasta .

Rumah sakit yang dikelola pemerintah dan badan hukum yang bersifat nirlaba

sedangkan Rumah sakit

yang berbentuk perseroan terbatas atau persero (Kemenkes 2015).

Tabel 2.3 Distribusi rumah sakit

swasta dikelola oleh badan hukum dengan tujuan provit

Pemerintah dan swasta di Kota Denpasar

NO RUMAH SAKIT PENGELOLA JML TEMPAT
TIDUR
1 | RS Pusat Sanglah Denpasar Kementrian Kesehatan 765
2 | Rumah sakit Indera Blalhdara Pemerintah Provinsi Bali 10
3 | RSU Wangaya Pemerintah Kota Denpasa 200
4 | RS Polda Bali Kepolisian Rl 58
5 RS TK Il Udayana TNI 120
6 | RS Manuaba Swasta 45
7 | RS Surya Husada Swasta 100
8 | RS Puri Raharja Swasta 102
9 | RS Darma Yadnya Swasta 50
10 | RS Kasih Ibu denpasar Swasta 92
11 | RS Bhakti Rahayu Swasta 81
12 | RSB Harapan Bunda Swasta 25
13 | RS Prima Medika Swasta 114
14 | RS Bali Med Swasta 135
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15 | RS Surya Husada Ubung Swasta 48

16 | RS BROS Swasta 102

17 | RS Puri Bunda Swasta 71

Sumber: Sekkesehatan khusus bidang bina Yankes Dikes Kota Denpasar

Rumah sakit dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan jenis pelayanan
yang diberikan menurut Undang -undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah
sakit yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Ruma h sakit umum
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit
sedangkan rumah sakit khusus hanya memberikan pelayanan pada satu bidang
atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur,
organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya (Kemenkes RI, 2015). Di Kota

Denpasar terdapat 15 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya
kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan
di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk.
Rasio tempat tidur rumah sakit di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 2,3 per
1.000 penduduk. Rasio ini relative sama bila dibandingkan tahun 2014. Secara
nasional pada tahun 201 4 rasio rumah sakit di Indonesia sebesar 1,07 per 1000

penduduk.

Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan

beberapa indikator, antara lain :

a. Angka Kematian Netto (  Net Death Rate/NDR )

Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam
pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini
digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR
tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang

datanya sudah kami terim  a pada tahun 20 15 :

1) RSUP Sanglah : 62,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
2) RSUD Wangaya : 26,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
3) RSUD Puri Raharja : 15,7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOEAIPASAR 2017021




4) RS Kasih ibu denpasar : 9,7 per 1000 pasien keluar hidu p dan mati
5) RS Bros : 9,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

b. Angka Kematian Umum (  Gross Death Rate/GDR )

Angka Kematian Umum (Gross Death Rate) merupakan angka kematian
total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar
hidup da n mati. Lima besar Angka GDR tertinggi dibeberapa rumah sakit
(Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang datanya kami terima pada
tahun 2015 adalah :

1) RSUP Sanglah : 76,4 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

2) RSUD Wangaya : 43,5 per 1000 pasien keluar h idup dan mati
3) RSUD Puri Raharja : 31,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

4) RS Kasih ibu denpasar : 19,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

5) RS Bros : 14,2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

c. Angka Penggunaan Tempat Tidur ( Bed Occupation Rate/BOR )
BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan tinggi
rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar

tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota

Denpasar yang datanya kami terima pada pada tahun 20 14 adalah :
1) RSUP Sanglah : 90,22 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
2) RSUD Wangaya : 79,44per 1000 pasien keluar hidup dan mati
3) RS Bros : 78,93 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
4) RSUD Bakti rahayu : 78,78 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
5) RS PuriBun da : 74,13 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

d. Rata-rata Lama Dirawat ( Length Of Stay/LOS )
Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan
mutu pelayanan rumah sakit. Rata -rata lama pasien di rawat di rumah sakit

(pemerintah dan swasta ) di Kota Denpasar tahun 20 15 adalah 3 hari.
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2.3.3 UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan
guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya.
Masyarakat dapat berpera n aktif dalam pembangunan kesehatan melalui UKBM
seperti pos pelayanan terpadu (Posyandu Balita, Posyandu Lansia), Pos
Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) , pos kesehatan desa
(Poskesdes) dan desa siaga aktif.
1) Pos Pelayanan terpadu ( Posyandu )

Posyandu merupakan salah satu UKBM yang paling aktif. Keberadaan
posyandu sampai saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting dalam
rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan
balita. Posyandu memiliki lima progra m prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak,
keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan
diare. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bers ama
masyarakat. Ratio posyandu dengan balita di kota denpasar adalah 1 po syandu

melayani 100 balita.

Tabel: 2. 4 Jumlah Posyandu Aktif dan Tingkatan Posyandu Di Kota Denpasar

Tahun 2015
TINGKATAN POSYANDU POSYANDU

N1 kaB/KOTA JEILAR

o POSYANDU | prATAMA| MADYA | PURNAMA| MANDIRI AKTIF
1 | PUSK I DB 63 9 21 33 0] 63
2 | PUSK Il DB 69 11 43 14 1 69
3 | PUSK I DS 35 5 6 23 1 35
4 | PUSK Il DS 34 0 3 28 3 34
5 | PUSK Il DS 25 0 6 17 2 25
6 | PUSK IV DS 14 0 2 12 0 14
7 | PUSKI DT 43 2 16 24 1 43
8 | PUSK II DT 60 0 34 26 0] 60
9 | PUSK I DU 31 0 19 12 0] 31
10 | PUSK Il DU 35 0 10 16 9 35
11 | PUK Il DU 51 0 34 17 0 51
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TOTAL

460

27 1A 222

17

460

Sumber : Laporan Promkes Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Tingkat perkembangan posyandu di Kota Denpasar dalam lima tahun

terakhir seperti pada grafik di bawah ini :

Persentase Po syandu di Kota Denpasar

Grafik 2.3
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Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik

2.5 —di—atas _menunjukkan bahwa

posyandu di Kota Denpasar terutama untuk posyandu mandiri

mengalami peningkatan

penurunan di tahun 2014

pada tahun 2015, setelah sempat

237 posyandu (51,52%) merupakan Posyandu Aktif.

Grafik 2.4

perkembangan

sudah_kembali

mengalami

. Dari 460 posyandu yang ada di Kota Denpasar baru

PERSENTASE POSYANDU BERDASARKAN STRATA DI KO TA DENPASAR TAHUN 2015
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@ Pratama
B Madya
0O Purnama|
O Mandiri

Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas dikes kota denpasar

Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi tertinggi adalah posyandu
purnama dan proporsi terendah adalah posyandu mandiri. Lambatnya
perkemban gan posyandu ke arah posyandu mandiri tidak terlepas dari kurang
berperan sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan posyandu
terutama dalam hal dukungan dana untuk operasional kegiatan posyandu. Saat
ini dana operasional posyandu sebagian besar masih berasal dari bantuan
pemerintah.  Kedepannya perlu upaya intensif untuk meningkatkan jumlah

posyandu mandiri.
2) Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular ( Posbindu PTM)

Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan
kegiatan deteksi di ni dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang
dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Faktor risiko penyakit tidak
menular (PTM) meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan
tidak sehat, kurang aktifitas fisik, obesitas, stres, hipe rtensi, hiperglikemi,
hiperkolesterol serta menindak lanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan
melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan
kesehatan dasar.

Kelompok PTM Utama adalah diabetes melitus (DM), kanker,penyakit
jantung dan pembuluh darah (PJPD), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK),
dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Tujuan Posbindu adalah Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sedangkan sasara n utama
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Posbindu adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM
berusia 15 tahun ke atas.

Wadah pelaksanaan posbindu adalah Posbindu PTM dapat dilaksanakan
terintegrasi dengan upaya kesehatan bersumber masyarakat yang sudah ada, di
tempat ke rja atau di klinik perusahaan, di lembaga pendidikan, tempat lain di
mana masyarakat dalam jumlah tertentu berkumpul/beraktivitas secara rutin,
misalnya di mesjid, gereja, klub olah raga, pertemuan organisasi politik maupun
kemasyarakatan. Pengintegrasian yang dimaksud adalah ~memadukan
pelaksanaan Posbindu PTM dengan kegiatan yang sudah dilakukan meliputi
kesesuaian waktu dan tempat, serta memanfaatkan sarana dan tenaga yang
ada.

Jumlah Posbindu di Kota Denpasar tahun 2015 sebanyak 45 buah
meningkat bila di bandingkan tahun 2014 (14 buah).

3) Desa siaga aktif

Desa/kelurahan siaga aktif adalah Desalkelurahan yang memiliki
poskesdes atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai
pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan
kegawatda ruratan, surveylans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan
pertumbuhan (gizi), Penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Kemenkes RI, 2015).

Dari 43 desal/kelurahan yang ada di Kota denpasar seluruhnya sudah
merupakan desa siaga aktif. Lima puluh—satu (51%) desa siaga tergolong

pratama, 39,5% madya, 9,3 purnama dan belum ada desa siaga yang mandiri.

Pembinaan / bimbingan Teknis Desa Siaga dilaksanakan oleh Tim Desa
Siaga Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota No. 188.45/477 [Hk/2015
yang terdiri dari Unsur : Bappeda Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Dinas Pendidikan dan Olah Raga , Parisada Hindu Dharma
In donesia (PHDI) Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bagian Kesra, Bagian
Hukum, Bagian Umum, Bidang Kesmas, Bidang P2P, Bidang PL, Bidang Yankes.
Pembinaan Desa Siaga dilaksanakan 43 kali di 43 desa / Kelurahan dengan

harapan masyarakat desa / kelurahan den gan harapan masyarakat yang sadar,
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mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap
kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang
berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa ( KLB) bencana, kecelakaan ,
pendataan ibu hamil dan lain 7 lain dengan memanfaatkan potensi setempat

secara gotong royong

Grafik 2.5 PERSENTASE DESA SIAGA AKTIF BERDASARKAN STRATA
DI KOTA DENPASAR TAHUN 2015

O Purnama
B Mandiri
OMadya
OPurnama
Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas di kes kota denpasar
2.3.4 Sumber Daya Manusia
Tabel 2.5 Data Tenaga Kesehatan di dinas kesehatan dan p uskesmas
Tahun 201 5
JUMLAH
N Peraw Tekni .
0 UNIT KERIA Medis | at& | T2M | Gizi| s | SN | Kes
Bidan Medis
1 Puskesmas | Denpasar > 14 2 1 1 1 1
Selatan
> Puskesmas Il Denpasar 7 23 > 1 0 5 3
Selatan
3 Puskesmas Il Denpasar 3 12 5 ° 1 1 1
Selatan
4 Puskesmas IV Denpasar 9 o5 3 > 0 1 >
Selatan
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5 P_uskesmas | Denpasar 4 25 3 1 1 1 1
Timur
6 Puskesmas Il Denpasar 2 20 3 2 1 1 2
Timur
7 Puskesmas | Denpasar 3 15 2 1 1 1 1
Utara
8 Puskesmas Il Denpasar 3 16 3 1 1 1 1
Utara
9 Puskesmas Ill Denpasar ) 19 2 1 0 3 4
Utara
Puskesmas | Denpasar
10 Barat 3 0 ? . ' i i
11 Puskesmas Il Denpasar 3 32 1 1 1 1 1
Barat
SUB JUMLAH | (PUSKESMAS) 32 212 25 13 10 15 19

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Tabel 2.6REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT GOLAONGANAS DAN PUSKESMAS SE KOT
DENPASARAHUN 2015

coLonean) oKk | oo |7 ||
1 |llc 0 0 0 0 0 0 0 0 0O 0 0 0
2 |ld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 |llla 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
4 | b 3 1 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 1
5 |lllc 3 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 3
6 |Ilid 10 2 5 9 6 13 | 103| 7 1 5 2 4 4
7 | lll/a 7 0 1 2 2 1 3 0 2 0 1 1 3
8 | Il/b 23 1 2 3 2 4 6 7 8 5 i 6 5
9 |llifc 12 1 5 5 6 8 13| 5 4 6 5 6 5
10 | Ili/d 14 1 13| 12 | 5 7 2 | 11| 9 8 | 13 | 16| 18
11 | IV/a 4 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 2 4
12 | IV/b 3 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1
13 | IVic 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1
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14 | Iv/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0| O 0 0

JUMLAH

SEURUH 82 8 30| 37 | 28| 39 | 43| 36 | 32 | 30| 34 | 36

45

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tabun 201

Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas minimal terdiri dari dokter, dokter
gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan
lingk ungan, ahli teknologi laboratorium medic, tenaga gizi dan kefarmasian.
Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati
hak pasien, serta mengutamakan kep entingan dan keselamatan pasien dengan
memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja (Kemenkes
RI, 2015).

Standar ketenagaan puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 tahun 2014, jumlah dokter puskesmas rawat inap minima
dua dokter sedangkan non rawat inap minimal 1 dokter. Di Kota Denpasar rasio
dokter per puskesmas di puskesmas rawat inap adalah 5 dokter sedangkan di
puskesmas non rawat inap rasionya 3 per puskesmas, Sehingga rasio dokter per
puskesmas untuk tahun 2015 di Kota Denpasar sudah memenuhi syarat yang

ditetapkan.

Ketersediaan tenaga perawat di Puskesmas dapat diketahui dengan

menghitung rasio perawat per puskesmas. Tahun 2015 rasio perawat di

puskesmas berdasarkan jumlah puskesmas di Kota Denpasar sebesar 9 p erawat

per puskesmas. Untuk puskesmas rawat inap distandarkan minimal ada delapan
perawat sedangkan di puskesmas non rawat inap minimal ada 5 perawat
(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014). Untuk tahun 2015 standar

ini telah terpenuhi.
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Berdasark an Permenkes 75 tahun 2014 jumlah minimal bidan di
Puskesmas rawat inap adalah tujuh orang sedangkan di puskesmas non rawat
inap minimal empat orang. Untuk tahun 2015 persyaratan ini telah di penuhi
pada puskesmas di Kota Denpasar. Rasio bidan per pus kesm as di Kota Denpasar

adalah delapan .

2.3.5 PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan kesehatan menurut UU Kesehatan No. 36 tahun 2009
bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan
dan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan terman faatkan.
Jumlah anggaran sektor kesehatan yang bersumber APBD  di Kota Denpasar
(untuk dinas kesehatan dan RSU Wangaya) tahun 201 5 sebesar Rp.
267.579.382.379 atau sekitar 13,15 % dari APBD Kota Denpasar yang
seluruhnya berjumlah Rp. 2.035.203.119.006,4 5. Prosentase angaran

kesehatan lima tahun terakhir seperti tampak pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.6
Anggaran Kesehatan Di Kota Denpasar
Tahun 2011 s/d 2015
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Grafik di atas menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah m ulai

menyadari bahwa kesehatan itu mahal dan merupakan investasi. Hal ini dapat
dilihat persentase alokasi anggaran untuk kesehatan termasuk gaji sudah diatas

10%. Untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar, maka Dinas
Kesehatan beserta jajarann  ya masih perlu melakukan negosiasi dan advokasi
untuk membiayai program -program kesehatan yang ada sehingga anggaran

kesehatan diluar gaji bisa lebih dari 10% dari APBD Kota Denpasar

Sedangkan alokasi anggaran kesehatan menurut sumber anggaran Kota

Denp asar tahun 201 5 seperti pada grafik berikut :
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Tabel2.7 Perentase Alokasi Anggaran Kesehatan di Kc
Denpasar Tahun 2015
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APBD APBN

Dari total anggaran kesehatan yang ada, maka sumber anggaran  dari
APBD Kota Denpasar paling besar vyaitu Rp. 267.579.382.379 ,00 (99, 69 %).
APBN memberikan dana sebesar 841.000.00 0 (0,4%) dari total anggaran
kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kota Denpasar berupa dana DAK, dana

dekonsentrasi (BOK) dan dana askeskin.

Anggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar dialokasikan
untuk belanja langsung (belanja pegawai, belanja bar ang dan jasa, serta belanja

modal) dan belanja tidak langsung (gaji).

2.3.4 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar di Kota Denpasar meliputi

Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah. Pada tahun 20 15
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jumlah penduduk Kota Denpasar sebanyak 880.600 jiwa. Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional sebanyak 499.681 orang terdiri dari: Penerima bantuan

iuran (PBI) APBN sebanyak 69.584 orang, Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebanyak 287.973 orang, Pekerja bukan pener ima upah (PBPU) mandiri
sebanyak 115.744 orang dan Bukan pekerja (BP) sebanyak 26.380 orang.
Sisanya sebanyak 380.919 terlindungi jaminan kesehatan daerah (JKBM)

Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang
jumlahnya mencapai 69.584 jiwa, seluruhnya ( 100% ) sudah tercakup dalam

Jaminan Kesehatan nasional sebagai Penerima bantuan iuran (PBI) APBN

Bimbingan Teknis JKBM dan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
dilaksanakan ke 11 puskesmas Se - Kota Denpasar dan ke -43 Desa/Kelurahan
tentang jaminan Kesehatan Nasional khususnya mengenai kepesertaan dan
penanganan Keluhan JKN dengan melibatkan unsur dari BPJS sebagai

narasumber .

2.4 KINERJA PELAYANAN

2.4.1 Kesehatan lbu dan Anak serta KB
2.4.1.1 Pemeriksaan Ibu hamil :

a. Pelayanan selama kehamilan (A NC) terpadu diberikan oleh tenaga
kesehatan yang kompeten dengan pemeriksaan 10 T dan pemeriksaan
penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA) yang merupakan program
integrasi dengan HIV/AIDS, Stiker P erencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K)

ANC minimal 4 kali selama kehamilan (1 kali pada triwulan pertama, 1

kali pada triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga ).

b. Kelas Ibu Hamil dengan Brain Booster
c. Pelayanan Ibu Bersalin , lbu Nifas dan Neonatal pada 3 Puskesmas

Mampu Pelayanan Obset ri Neonatal Emergensi Dasar ( PONED) yaitu
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Puskesmas Il Denpasar Barat (Pustu Pekambingan), Puskesmas IV
Denpasar Selatan dan Puskesmas 1 Denpasar Timur

d. Rujukan Maternal Neonatal

Indikator penting yang dapat dipakai untuk menilai kesehatan ibu adalah

angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB) karena AKI dan AKB
merupakan indikator yang peka terhadap kualitas dan aksebilitas fasilitas

kesehatan.

AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu
dengan penyabab kematian yang ter kait gangguan kehamilan atau
penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama
kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa
memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini

secara lan gsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.

AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup
sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat
pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahi rkan dan masa

nifas.

AKB adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah 1

tahun/1000 KH pada tahun tertentu di suatu daerah.

Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan

indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya.

AKI dan A KB di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana
terlihat pada grafik di bawah ini :

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
AKI 39,05 59,7 21,8 16,1 56
AKB 1.8 0,7 0,5 0,6 0,56
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Grafik 2.9
Angka Kematian Ibu Maternal Di Kota Denpasar
Tahun 2011 s/d 2015
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Pada grafik diatas terlihat AKI di Kota Denpasar berfluktuasi secara cukup
signifikan, Sampai dengan tahun 2014 AKI sudah dapat ditekan sampai 16,1 per
100.000 K elahiran Hidup (KH) namun meningkat kembali pada tahun 2015.
Meskipun ada peningkatan di tahun 2015 ( 56 per 100.000 KH) masih lebih
ren dah dari target Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 201 5 (85 per 100.000
KH) juga lebih rendah  dari target AKI Provinsi Bali (83,4/100.000 KH) dan target
MDGs tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 KH. Meskipun demikian untuk
kedepannya perlu terus di  lakukan upaya-upaya untuk menekan AKIl di Kota
Denpasar dengan meningkatkan PWS ibu, meningkatkan surveilans terhadap ibu

hamil dan peningkatan cakupan penanganan ibu dengan komplikasi.

Tabel: 2.7 Waktu,Tempat dan Penyebab AKI Tahun 2015 di Kota Denpasar

Waktu Hami |

Bersalin

Nifas

Tempat RS

Dalam Perjalanan

| P O Wl N &

Penyebab Non Obsetri (3 jantung, 2 Pneumoni, 1 tdk

jelas)

Obsetri (1perdarahan,lexclamsi,linfeksi) 3

Sumber data:Laporan Kesga Dinkes Kota Denpasar 2015
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Selama tahun 2015 di Kota Denpasa r terjadi 9 kematian ibu yang terdiri
dari 4 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu bersalin dan 3 orang ibu nifas.
Delapan lbu meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) sedangkan 1 orang
meninggal di perjalanan menuju RS. Enam kematian ibu di Kota Denpa
disebabkan oleh penyakit Non Obstertri yaitu 3 orang karena kelainan jantung, 2
orang dengan pneumonia dan 1 orang tidak jelas diagnosisnya karena sudah
meninggal diperjalanan. Tiga kematian ibu disebabkan oleh kelainan Obstetri
yaitu 1 orang karena pe rdarahan, 1 orang karena exlamsi dan 1 orang karena

infeksi.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal

Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga

sar

sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakiba tkan kematian ibu

tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah
peningkatan kompetensi dengan pelatihan dan sosialisasi bagi bidan Puskesmas,

Pustu dan Bidan praktek Mandiri (BPM), melibatkan lintas sektor dalam Gerakan

Sayang |bu dan Bayi (GSIB). Diharapkan masyarakat bersama I'sama ikut

memantau ibu hamil, melahirkan dan masa nifas. Distribusi AKI Di 4 Kecamatan

yang ada di Kota Denpasar, seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.10
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH berdasarkan Kecamatan
di Kota Denpasar Tahun 2015
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Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar 2015
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Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa kematian maternal
tertinggi di kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar selatan. Rencana tindak
lanjutnya akan meningkatkan pembinaan lintas program dan lintas sekltoral
kedua kecamatan diatas. Beberapa Indikator penting dalam Pemantauan

Wilayah Setempat PWS) ibu hamil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 : Gambaran PWS Pelayanan Ibu Hami | di Kota Denpasar 2015

No | Kegiatan Pelayanan sasaran Target Hasil
Pencapaian

1 Cakupan Ibu Hamil Baru 19.532 100 99,99
K1

2 Cakupan K4 19532 98 98,23

3 Cakupan Bumil Berisiko 3.906 40 38,50
Oleh Tenaga Kesehatan

4 Cakupan Bumil Berisiko 3.906 60 56,50
Oleh Masyarak at

5 Cakupan Kunjungan 18.612 98 97,7
Neonatus

6 Cakupan Persalinan 18.624 100 100

7 Cakupan Ibu nifas 18.612 98 98,79

8 Penanganan Komplikasi 3.906 80 68,40
Obstetri

9 Penanganan Komplikasi 2.660 80 83,75
Neonatal

Sumber : Laporan  Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Cakupan K1 meng gambar kan besaran ibu hamil yang telah melakukan
kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan
pelayanan antenatal. Cakupan K4 meng gambar kan besaran ibu hamil yang
mendapatkan pel ayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali
kunjungan yaitu sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan
dua kali pada trimester ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat

kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOENPASAR 2018021




Gambar 4.1 memperlihatkan cakupan kunjungan K1 dan K4 pada ibu

hamil selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.11
Cakupan K1 dan K4 Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015
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Sumber: Laporan Kesga Dikes Ko ta Denpasar Tahun 2015

Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka droup out
K1-K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dan K4 kecil maka hampir semua
ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal
meneruskan hingga kunjungan k eempat pada triwulan 3, sehingga
kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan. Pada tahun 2015
kesenjangan antara K1 dan K4 sebesar 2,4% hal ini berarti terdapat 2,4% ibu
yang melakukan pemeriksaan kehamilan K1 pada trimester I, namun tidak
me lakukan pemeriksaan sampai K4.

Bila kita bandingkan dengan target standar pelayanan minimal (K1=95%
dan K4=80%) maka cakupan K1 dan K4 di Kota Denpasar sudah melampaui
target yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pemeriksaan
ke hamilan K4 adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ibu, dan tingkat sosial

ekonomi (Dep Kes, 2009).
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Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil merupakan upaya untuk
menekan anemia pada ibu hamil. Selama ini upaya penanggulangan anemia gizi
difokuskan kepada sasaran ibu hamil dengan suplementasi tablet besi folat (200

mg feSO4 dan 0,25 mg asam folat) dengan memberikan setiap hari 1 tablet

selama minimal 90 hari berturut -turut. Cakupan pemberian tablet besi dalam
kurun waktu lima tahun terakhir terutama pada ibu hamil seperti pada grafik di
bawah ini :

Grafik 2.12

Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Fe 1 & Fe 3 Di Kota Denpasar
Tahun 2011s/d 2015
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Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ditetapkan target Fel dan
Fe 3 s ebesar 95%. Data pada grafik 4.4 di atas menunjukkan bahwa cakupan Fe
1 dan Fe 3 pada tahun 201 5 sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada

renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

2.4.1.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Dengan penyelenggaraan upay  a kesehatan ibu bersalin diharapkan dapat
mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pencapaian upaya kesehatan ibu
bersalin diukur melali indikator persentase persalinan ditolon g tenaga kesehatan
terlatin. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan
persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan

kompetensi kebidanan.

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOENPASAR 2012021



Grafik 2.13
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Kota Den pasar
Tahun 20 11 sampai Tahun 2015
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Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2015 telah mencapai

99,9%, Bila dibandingkan dengan target renstra persalinan oleh n akes tahun
2015 sebesar 9 9% maka pencapaian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
sudah mencapai target yang ditetapkan. Demikian pula bila dibandingkan
dengan target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang menetapkan

bahwa pada tahun 2015 dihar apkan 90% persalinan ditolong oleh tenaga yang
memiliki kompetensi kebidanan, maka pencapaian dikes kota Denpasar sudah

melampaui target yang ditetapkan.

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi
besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Kematian saat bersalin dalam
1 minggu pertama diperkirakan 60% dari seluruh kematian ibu. Persalinan yang
dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan risiko kematian ibu
saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolon g oleh tenaga
kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat
menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang

membahayakan nyawa ibu dan bayi.
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2.4.1.3 Pelayanan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pel ayanan kesehatan sesuai
standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan
oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kunjungan nifas didefinisikan sebagai kontak
ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung
fasilitas kesehatan (termasuk bidan di desa/ polindes/ poskesdes) dan
kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1)
pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi
fundus uteri; 3) pemeriksaan lokhia d an pengeluaran pervagina lainnya; 4)
pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan; 5) pemberian kapsul

vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB pasca persalinan

Grafik 2.14  Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar
Tahun 2 011 sampai dengan 2015
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Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indi kator
cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf -3). Indikator ini menilai
kemampuan Negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang

berkualitas sesuai standar.
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Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2015 adalah 98, 8%.
Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas berdasarkan target standar
pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2015 adalah 90%. Jadi capaian
pelayanan ibu nifas Kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan.

Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan ibu nifas adalah
pemberian vitamin A. Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A

selama tahun 201 5 sebesar 98,7 9%.

Grafik 2.15 Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A
Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2015
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Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

2.4.1.4 Penanganan Kom plikasi Obstetri dan Neonatal

Komplikasi kebidanan adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang
secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi.
Komplikasi kebidanan antara lain ketuban pecah dini, perdarahan per vagina,
hipertensi dala m kehamilan (sistole > 140 mm Hg, diastole > 90 mmHg) dengan
atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan premature, infeksi berat dalam
kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju), dan infeksi masa

nifas (Depkes, 2010).
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Jumlah sasaran bumil risti/ komplikasi diperoleh dari proyeksi supas yaitu
sebesar 20% dari seluruh sasaran ibu hamil. Jumlah seluruh ibu hamil di Kota
Denpasar berdasarkan data proyeksi supas sebesar 16.855 orang, sehingga
jumlah bumil risti’/komplikasinya diprediksi s ebesar 3.371 orang. Selama periode
tahun 2015 ditemukan ibu hamil dengan komplikasi sebesar 2.426 orang dan
seluruhnya sudah ditangani. Namun bila hasil penanganan ibu hamil dengan
komplikasi ini dibandingkan dengan target berdasarkan hasil supas maka
penc apaian Kota di Denpasar baru sebesar 71,97%. Standar Pelayanan Minimal
bidang kesehatan menetapkan pada tahun 2015 sebanyak 80% ibu hamil

dengan ristilkomplikasi harus tertangani.

Grafik 2.16
Cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut Puskesmas
Di Kota Denpasar Tahun 2015
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Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Tiga Puskesmas dengan pencapaian terendah adalah  Puskesmas |

Denpasar Timur , Puskesmas Il Denpasar Utara dan Puskesmas | | Denpasar

Barat . Kedepannnya perlu ditingkatkan upaya penemuan dini ibu hamil
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ristikomplikasi oleh Puskesmas melalui system surveilans aktif sehingga

Puskesmas tidak hanya bersikap pasif menunggu pasien datang berkunjung.
2.4.1.5 Program Kesehatan Neonatal, Bayi dan Ana k

1) Pelayanan Kesehatan Neonatal

Bayi baru lahir (0 -28 hari) atau neonatus merupakan golongan umur yang
memiliki risiko gangguan kesehatan yang paling tinggi. Hasil Riskesdas 2007
menyebutkan bahwa 78,5% kematian neonatus terjadi pada minggu pertama
ke hidupan (0 -6 hari). Mengingat besarnya risiko kematian pada minggu pertama
ini, setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar untuk
mendetaksi adanya penyakit atau tanda bahaya sehingga dapat dilakukan
intervensi sedini mungkin untuk mencegah kematian. Pelayanan pada kunjungan
neonatus sesuai dengan standar mengacu pada pedoman Manajemen Terpadu
Balita Muda (MTBM) yang meliputi pemeriksaan tanda vital, konseling perawatan
bayi baru lahir dan ASI Ekslusif, injeksi Vit.K1, Imunisasi (Jik a belum diberikan
saat lahir, penanganan dan rujukan kasus, serta penyuluhan perawatan
neonatus di rumah dengan menggunakan buku KIA (Depkes, 2010).

Grafik 2.17
Cakupan Kunjungan Neonatus Dibandingkan Target Renstra
Di Kota Denpasar Tahun 2015
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Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
Sejak tahun 2008 terjadi perubahan kebijakan waktu pelaksanaan

kunjungan dari semula minimal 2 kali kunjungan menjadi 3 kali kunjungan, yang

mulai disosialisasikan pada tahu n 2008. Kecenderungan cakupan kunjungan

neonatal lengkap (KN lengkap) tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat
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pada gambar 4.6. Tahun 2015 angka rata -rata cakupan kunjungan neonatal

lengkap mencapai 97,1%

Grafik 2.18
Tren Cakupan KN Lengkap Di Kota Denp asar
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015
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Sumber: Laporan Anak Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

2) Penanganan Komplikasi Neonatal

Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit atau
kelaianan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian seperti
asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir,
BBLR, sindroma gangguang pernafasan dan kelainan congenital maupun yang
termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan manaj emen
terpadu balita muda (MTBM).

Cakupan penanganan komplikasi neonatal tahun 2015 sebesar 81,2%
meningkat dibandingkan tahun 2014 (77,7%). Capaian tahun 2015 sudah
melebihi target yang ditetapkan restra dinas kesehatan dikes kota Denpasar

sebesar 80%.

4) Berat Badan Lahir Rerndah (BBLR)

BBLR adalah bayi baru lahir yang b erat nya saat lahir kurang dari 2500

gram. BBLR umumnya terjadi pada bayi bayi premature namun dapat pula
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terjadi pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama
kehamilan. Bayi dengan BBLR mempunyai kecenderungan kearah peningkatan

terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi.

Persentase Bayi dengan BBLR di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 1,2%
meningkat 0,1% bila dibandingkan tahun 2014 (1,1%)

5) Pelayanan Kesehatan Bay i

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar oleh
tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) minimal 4 kali dalam setahun,
yaitu satu kali pada umur 29 hari -3 bulan, 1 kali pada umur 3 -6 bulan, 1 kali
pada umur 6 -9 bulan,dan 1 kalipadaumur9 i 11 bulan.
Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG,
DPT/HB1 -3, Poliol -4, dan campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh
kembang penilaian terhadap upaya peningkatan akses bayi memperolah
pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau
penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan
kualitas hidup bayi.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar pada tahun 2015
sebesar 85,5% mengalami sedik it penurunan dari tahun 2014 ( 92,0 %),
sedangkan target pelayanan kesehatan bayi pada renstra Kota Denpasar untuk
tahun 2015 adalah 90%. Dengan demikian target cakupan pelayanan kesehatan
bayi di Kota Denpasar belum terpenuhi, kedepannya perlu kerja keras semua
pihak dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota

Denpasar.

Grafik 2.18
Cakupan Pelayan Kesehatan bayi Di Kota Denpasar
Menurut Puskesmas Tahun 2015
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Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Di kes Kota Denpasar

Puskesmas dengan cakupan kunjungan bayi tertinggi adalah Puskesmas Il
Denpasar Utara sedangkan terendah di Puskesmas |l Denpasar Barat.
Terpenuhinya target cakupan kunjungan bayi sangat dipengaruhi oleh keaktifan
posyandu tiap bulannya, peran kader dan partisipasi keluarga untuk membawa

bayi ke posyandu serta keaktifan tenaga puskesmas dalam membina posyandu.
6) Pelayanan utuk anak balita

Adalah cakupan anak balita ( 12 - 59 bIn ) yg mendapat pelayanan sesuai
standar : Pemantauan pertumbuhan minimal 8x/th, Stimulasi Deteksi Intervensi
Dini dan Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal - 2x/th, Pemberian Vit A dosis
tinggi (2000.000 1U), 2 x/th, Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA, Pelayanan
anak balita sakit dengan Manajemen Terpadu Balita sakit ( MTBS) adalah
cakupan anak balita (12 - 59 bl) yang berobat ke Puskesmas dan mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar MTBS di suatu wilayah pada kurun waktu

tertentu.

Grafik 2.19
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Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Menurut Puskesmas Di Kota Denp  asar Tahun 201 5

95.9

Sumber: Laporan Gizi Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Capaian cakupan pelayanan kesehatan anak Balita (1 -4 tahun) Pada
tahun 2015 sebesar 90,2 %. Tiga Puskesmas dengan capaian cakupan pelayanan

kesehatan anak Bali ta terendah adalah Puskesmas | Denpasar Selatan

Puskesmas Il Denpasar Barat, dan Puskesmas | Denpasar Utara. Target cakupan
pelayanan kesehatan anak Balita yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan
untuk tahun 2015 adalah 90%, sehingga capaian untuk Kot a Denpasar sudah

melebihi target yang ditetapkan.

2.4.1.6 Program Kesehatan Remaja

Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) dengan tujuan agar remaja
yang bermasalah bisa mendapat pelayanan dan penanganan yang cepat

dan tepat. Kader sebaya yang telah di bentuk mampu memberikan
konsling dan merujuk sesuai standar pelayanan PKPR. Adapun
kegiatannya meliputi : Sosialisasi PKPR ke SMP dan SMA, Pembentukan

kader sebaya, Pembinaan dan penyegaran kader sebaya PKPR

2.4.1.7 Program Keluarga Berencana ( KB )

Program keluarga berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur

jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah
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Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititik beratkan pada kelompok Wanita

Usia Subur (WUS). Wanita usia subur adalah wani ta yang berusia antara 15  -49
tahun. Untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran wanita
usia subur atau pasangannya diprioritaskan untuk menggunakan alat
kontrasepsi.Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari
cakupan peserta KB aktif (peserta KB yang sedang menggunakan alat/metode
kontrasepsi), cakupan peserta KB yang baru menggunakan alat/metode
kontrasepsi, tempat pelayanan KB dan jenis kontrasepsi yang digunakan
akseptor.
Tabel 2.10 : Gambaran Pelayanan KB di Kot a Denpasar Tahun 2015
NO KEGIATAN JUMLAH
1 | Akseptor Baru 7654
2 | Akseptor KB Aktif 69686
3 | Akseptor metode kontrasepsi jangka panjang ( MKJP ) 35646
4 | Akseptor non MKJP 69786

Sumber data : Laporan KB

Grafik 2.30 Persentase KB Aktif dan KB B aru Menurut Puskesmas
Tahun 2015
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Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Jumlah PUS di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 86.175, dari jumlah ini

8,9 % merupakan peserta KB baru dan 80,9 8% merupakan pesert a KB Aktif.
Rata -rata cakupan peserta KB aktif pada tahun 2015 adalah 80,9 %, mengalami
sedikit penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 ( 83,8 %).

Target SPM bidang kesehatan dan Target Renstra Kota Denpasar untuk
persentase peserta KB aktif p ada tahun 2015 adalah 80% sehingga capaian

Kota Denpasar sudah memenuhi target.

Pada Tahun 2015, peserta KB aktif yang menggunakan metode
kontrasespi jangka panjang (MKJP) sebesar 51% dan peserta KB aktif yang
menggunakan non MKJP 49%. Ada kecenderungan p ersamaan pilihan
penggunaan metode kontrasepsi antara peserta KB aktif dengan peserta KB
baru. PUS peserta KB Aktif lebih banyak menggunakan metode kontrasepsi
jangka panjang (MKJP) seperti IUD, MOP, MOW, dan Implan, demikian pula

halnya dengan peserta KB baru.

Grafik 2.31
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Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat/Metode Kontrasepsi
Tahun 2015
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Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Sebagian besar peserta KB Aktif adalah wanita ( 95, 2%), hanya 4,8%
pesert a KB aktif berjenis kelamin laki -laki. Terdapat kesenjangan yang tinggi
antara laki -laki dan perempuan dalam partisipasi penggunaan alat KB. Untuk itu
perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi laki -laki terhadap

penggunaan metode/alat KB.

2.4.1.7 Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)

Masyarakat yang tergolong pra lansia adalah mereka yang telah menjalani
lebih dari setengah dari masa hidupnya dan berumur antara 45 i 59 tahun.
Sedangkan mereka yang tergolong Lansia ada lah mereka yang telah me —necapai
umur di atas 60 tahun. Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk
menjaga agar kondisi para pra lansia dan lansia tetap sehat dan produktif di
masyarakat dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Upaya tersebut telah
terintegrasi melalui program pos yandu lansia. Jumlah masyarakat lansia di Kota
Denpasar pada tahun 201 5 sebanyak 17.154 Jiwa. Pelayanan kesehatan pada
kelompok pra lansia dan lansia di Kota Denpasar terintegrasi dalam posyandu
lansia yang berjumlah 86 buah. Pelayanan yang diberikan posya ndu lansia

meliputi senam lansia, pemberian paket obat, PMT dan pemeriksaan kesehatan.
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Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok pra lansia dan lansia seperti pada

grafik di bawah ini.

Grafik 2.32 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila Di Kota Denpasar
Tahun 2 011 s/d 2015
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Bidang bina Kesehatan Masyarakat Dikes

Kota Denpasar

Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok pra lansia dan lansia di Kota
Denpasar sebagaimana tergambar pada grafik 2.32 di atas men ingkat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya . Jika mengacu pad Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan, maka hasil pelayanan kesehatan terhadap penduduk usia
lanjut (80,10%) sudah diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 7 5% pada
tahun 2015

2.4.2 PENI NGKATAN GIZI MASYARAKAT

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang -
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bertujuan untuk
meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui
perbaikan pola konsumsi makana n, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan
akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu

dan teknologi.
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Penyebab langsung masalah gizi adalah ketidakseimbangan antara asupan
makanan (jumlah dan mutu) serta zat gizi tidak d apat dimanfaatkan oleh tubuh
secara optimal karena adanya gangguan penyerapan sebagai akibat adanya
penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung masalah gizi adalah tidak
cukup tersedianya pangan di rumah tangga, kurang baiknya pola asuh anak
terut ama dalam pola pemberian makan pada anak serta kurang memadainya
saanitasi, kesehatan lingkungan dan kurang baiknya pelayanan kesehatan.
Semua keadaan di atas berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat

pendapatan dan social ekonomi.

Untuk menur unkan prevalensi balita gizi kurang menjadi setinggi -tingginya
15% dan menurunkan prevalensi balita pendek menjadi setinggi -tingginya 32%
telah ditetapkan 8 indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat.

Berikut adalah hasil kinerja program Gizi

Tabel 2.11 Indikator Kinerja dan pencapaian program Gizi Tahun 2015

No | Indikator Sasaran Target Pencapaian

1 Persentase balita gizi buruk yang 10 100% 100%
mendapat perawata n

2 Persentase bayi usia 0 -6 bulan | 3233 77% 75,47%
mendapat ASI Eksklusif

3 Cakupan RT vyang mengkonsumsi 300 KK 84% 93,67%
garam beryodium

4 Persentase 6 -59 bulan dapat kapsul 35216 97,5% 99,62%
Vit.A

5 Persentase ibu hamil yang 16855 98% 97,99
mendapatka Fe 90 tablet

6 Persentase puskesmas yang | 11 100% 100%
melaksanakan surveilans gizi Puskesma

S

7 Persentase balita ditimbang Berat 29505 82% 83,52%
badannya (D/S)

8 Persentase penyediaan bufferstock 43 100% 100%
MP-ASI untuk balita umur 6 -24 bin ga
kin

Sumber: Laporan Gizi Dikes kota Denpasar Tahun 2015
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Adapun kegiatan p rogram gizi antara lain :

2.4.2.1 Konseling dan Penyuluhan Kelompok / Masyarakat dengan materi :
Makanan pada ibu hamil, KEK pada ibu hamil, Manajemen laktasi, ASI Dini,
Makanan ibu menyusui, Hambatan bila anak tidak mau menyusui
Complementary feeding, M akanan balita, Gizi seimbang, Anemia, Aneka ragam
makanan, Gizi pada penyakit : HIV,TB ,jantung, hipertensi, diabetes, gizi buruk
dan obesitas.
2.4.2.1 Surveilans Gizi

Kegiatan surveilans gizi meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan
data, penyajian se rta desiminasi informasi bagi pemangku kepentingan, untuk
melakukan tindakan segera maupun untuk perencanaan program jangka
pendek, menengah, maupun jangka panjang serta untuk perumusan kebijakan.
Kegiatan rutin yaitu pelaporan kasus gizi buruk, penimbanga n balita (D/S),
balita kurus, balita N, balita T, balita 2T, balita BGM, pemberian ASI Eksklusif,
balita mempunyai buku KIA/KMS, pendistribusian kapsul vitamin A pada balita
dan ibu nifas, pemantauan dan pendistribusian TTD ibu hamil, dan ibu hamil
Kurang Energi Kronis (KEK) dan Kegiatan survei khusus yang dilakukan
berdasarkan kebutuhan, seperti : konsumsi garam beryodium, pemantauan

status gizi (PSG)

Tabel 2.12

Hasil kegiatan penimbangan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No TOLOK UKUR PENCAPAIAN TA(I;)();ET
1 | Jumlah balita yang ada (S) 29.505
2 | Jumlah balita yang punya KMS (K) 28.409
3 |Jumlah balita yang ditim 19.882
4 | Jumlah balita yang ditimbang (D) 24.692 83,52
5 | Jumlah balita yang naik BB nya (N) 16.933
6 | Jumlah bal ita yang turun BB nya (T) 2.946
7 | Jumlah balita yang Baru (B) 1.736
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Jumlah balita yang tidak nimbang bin lalu (O) 3.100

5 | Jumlah balita di bawah garis merah (BGM) 26

6 | Tingkat pencapaian :

a. KIS (%) 96,29
b. DIS (%) 83,69
c. N/ D6 (%) 85,17
d. BGM/D (%) 0,1

Sumber data : laporan bulanan SKDN (data riil bukan proyeksi)

: Jumlah balita yang ada di wilayah kerja
: Jumlah balita yang memiliki KMS

S
K
D : Jumlah balita yang ditimbang
N

: Jumlah balita yang naik timbangannya
K/S :Tingkat partisipasi masyarakat
N/ D 6 Tingkat pencapaian program
Jumlah balita yang ada di Kota Denpasar tahun 2015 tercatat sebanyak
29.505 orang balita, dengan balita yang mempunyai KMS/buku KIA sebanyak
28.409 orang, dari hasil penimbangan setiap bulan rata -rata balita yang datang

ke posyandu (D) sebanyak 24.692 orang dengan tingkat kenaikan berat badan
(N) sebanyak 16.933 orang.

Cakupan Program penimbangan (K/S) di Kota Denpasar sudah mencapai
96,29 % dan sudah melebihi target yang ditetapkan oleh propinsi. Tingkat
partisipasi masyarakat (D/S) terhadap penimbangan balita mencapai 83,69%.
Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh propinsi sebesar 85 %

belum mencapai target.

Tingkat keberhasilan program peni mbangan ( N/ I
menca pai 85,17 % dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami
penurunan sebesar 0,24% (85,41% menjadi 85,17%). Ini berarti masih  banyak
balita yang berat badannya tidak naik setiap penimbangan. Hal ini sangat terkait

dengan keadaan balita yang mana biasa nya setelah balita berusia 1 tahun ke
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atas (setelah mulai bisa belajar berjalan), biasanya nafsu makannya menurun

atau sulit makan. Dalam hal ini kesabaran dari orang tua ataupun pengasuhnya

sangat diperlukan di samping juga kita ketahui masa balita meru pakan masa
yang sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Sebagai masa emas ( Gold
age) dalam kehidupan manusia, anak balita sangat perlu perhatian khusus

terutama untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan otaknya.
24.2.2 Pemantauan Pola Konsumsi

Pengamatan pola konsumsi dilakukan terhadap rumah tangga pra sejahtera
di semua desa di kecamatan yang menghadapi ancaman krisis pangan dan gizi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pengamatan pola konsumsi pangan

adalah sebagai berikut :

1 Pengamatan dilakukan terha  dap 20 keluarga pra sejahtera yang dipilih
dan pengamatan dilakukan terhadap KK yang sama sepanjang tahun
1 Perubahan -perubahan yang diamati dalam pemantauan pola konsumsi
adalah :
Berkurangnya frekuensi makan dari kebiasaan sehari - hari misalnya dari 3
atau 2 kali menjadi 1 kali, perubahan jenis makanan pokok dari yang
biasa dimakan ke makanan yang tidak lazim dimakan dan berkurangnya

jumlah makanan dimasak/dimakan

Di Kota Denpasar pengamatan pola konsumsi sampai dengan Desember
2015, dari 860 KK yang diamati baik frekwensi makan rata -rata 3 Kkali
makan, jenis makanan pokok tetap vyaitu beras dan—jumlah yang

dimasak/dimakan biasa.
2.4.2.3 Pemantauan Status Gizi (PSG)

PSG sebagai kegiatan penilaian status gizi untuk memperoleh besar dan
luasnya masalah gizi, baik akut m aupun kronis. Kegiatan PSG merupakan bagian
dari monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan gizi untuk pengambilan
keputusan dan tindakan, penentuan kebijakan dan penyusunan PSG
dilaksanakan sekali dalam setahun. Status gizi balita berdasarkan BB/U di Kota
Denpasar dari 29.493 Dalita yang diukur terdapat 29 balita gizi buruk (0, 10%),
gizi kurang sebanyak 1 11 balita (0,38%), gizi lebih sebanyak 237 balita ( 0,8 %)
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dan gizi baik sebanyak 29.116 balita ( 98,72 %). Sedangkan status gizi
berdasarkan BB/TB, terdap  at 10 orang balita yang tergolong kurus sekali terdiri
dari 4 orang laki -laki dan 6 orang perempuan. Penyebab Balita Gizi buruk ini
bervariasi sebagian besar disebabkan karena adanya penyakit penyerta, seperti:

kelainan jantung, microchepali dan pneumonia

Dibandingkan ditahun 2014 terjadi penurunan persentase balita gizi
buruk. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar menargetkan maksimal ada
3,6% Balita gizi buruk di Kota Denpasar, bila kita bandingkan hasil penemuan
gizi buruk tahun 2014 dengan targ et Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar
maka persentase gizi buruk di Kota Denpasar sudah lebih rendah dari target
Renstra. Seluruh Balita Gizi buruk yang ditemukan dikota Denpasar sudah

mendapatkan penanganan dan perawatan.
24.2.4 Monitoring Garam Beryodium

Masalah GAKY merupakan salah satu masalah gizi yang cukup serius.
Kekurangan zat iodium dalam jangka waktu tertentu akan dapat
menimbulkan gangguan bagi perkembangan fisik dan keterbelakangan
mental, penurunan kecerdasan yang berpengaruh terhadap kualitas sumber
daya manusia (SDM) dalam rangka upaya penanngulangan masalah tersebut
maka program yang digalakkan adalah pemasyarakatan konsumsi garam
beryodium secara berkelanjutan dan menyeluruh. Tujuan pemberian kapsul
minyak beryodium adalah untuk mencegah timb ulnya bayi lahir kretin yang
diakibatkan kekurangan yodium. Lokasi-yang menjadi prioritas pemberian
adalah seluruh desa di kecamatan yang tergolong dalam endemis berat
(Total Goiter Rate /TGR > 30%) dan endemis sedang (TGR 20 -29,9%). Satu
kapsul minyak ber yodium mengandung kadar yodium 200 mg, dengan
sasaran selektif hanya pada penderita gondok dan dosis pemberian sebagai
berikut: Wanita usia subur 2 kapsul/tahun, Ibu hamil 1 kapsul/masa hamil,

Ibu menyusui 1 kapsul selama masa menyusui dan Anak SD/MI (Kel as 1-6)

1 kapsul/tahun.

Penanggulangan GAKY jangka panjang adalah dengan meningkatkan KIE
(di posyandu, puskesmas maupun di sekolah dasar), penggunaan garam

beryodium dalam konsumsi makanan sehatri -hari. Pengumpulan data yang
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dilaksanakan pada tiap -tiap d esa/kelurahan dengan menilai 1 SD secara
acak sample di desa/kelurahan yang bersangkutan, masing -masing SD
diambil 26 murid kelas 4 dan 5 dengan metode LQAS (Lot Quality
Assurance Sampling) disuruh membawa garam yang digunakan di rumah

+ 2 sendok dan memba wa pembungkus garamnya. Pemantauan

dilakukan 2 kali setahun yaitu bulan Pebruari dan Agustus.

Kegiatan dalam pemantauan garam beryodium akan dapat ditentukan

suatu desa baik atau tidak baik adalah sebagai berikut :

x Desa dengan garam baik yaitu bila terdapa t paling banyak 1 sampel yang
diperiksa tidak memenuhi syarat (tidak mengandung yodium dengan
kadar cukup atau tidak mengandung yodium sama sekali)

x Desadengan garam tidak baik yaitu bila terdapat lebih dari 2 sampel yang
diperiksa tidak memenuhi syarat.

Dari 43 desa/kelurahan yang ada, berdasarkan hasil pemeriksaan pada
bulan Pebruari, 37 desa tergolong dalam desa baik (86,05%) dan 6 desa

(13,95%) tergolong dalam desa tidak baik dalam penggunaan garam

beryodium.

Pada bulan Agustus dilakukan survey garam b eryodium untuk tingkat
rumah tangga, dengan hasil 93,67% Rumah tangga di Kota Denpasar sudah
mengkonsumsi garam beryodium. Bila dibandingkan dengan target nasional

yaitu 84%, Kota Denpasar sudah mencapai target.

2425 Pemantauan ASI Eksklusif
Pemberian ASI seca ra ekslusif dapat mempercepat penurunan angka
kematian bayi dan sekaligus meningkatkan status gizi balita yang pada
akhirnya akan meningkatkan status gizi masyarakat menuju tercapainya

kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Hasil pencapaian Program ASI ekslusif yang dilaksanakan sudah mencapai
75,47%, masih kurang dari target yang ditetapkan propinsi yaitu 77%,
Dibandingkan tahun lalu sudah mengalami peningkatan sebanyak 2,1% (dari

73,37% menjadi 75,47%).
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Beberapa hal yang menyebabkan bayi tidak lulus ASI Ekslusif adalah
keadaan sosial ekonomi keluarga yang tidak mendukung sehingga ibu -ibu
ikut mencari nafkah untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga.
Sehingga tidak mungkin ibu -ibu yang melahirkan diberikan cuti bersalin lebih
dari 3 bulan, kecuali haru s berhenti bekerja. Di samping itu pula tidak
banyak instansi baik negeri maupun swasta yang mempunyai TPA (Tempat
Penitipan Anak), sehingga seorang ibu bisa setiap saat menyusui bayinya

sambil bekerja di kantornya.

Grafik 2.33 Cakupan ASI Ekslusif Tahun 2011 s.d 2015
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Data di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir cakupan ASI
eksklusif di Kota Denpasar belum bisa mencapai target yang ditetapkan secara
nasional (80%). Dari tahun ketahun terlihat peningkatan persen tase cakupan
ASI Ekslusif secara cukup bermakna. Pada tahun 201 5 cakupan ASI Eksklusif
meningkat 2,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun capaian ini
masih lebih rendah dari target Renstra Dikes Kota Denpasar untuk tahun 2014
sebesar 80%. Gambaran cakupan ASI Eksklusif  berdasarkan Puskesmas di Kota

Denpasar tahun 201 5 seperti pada grafik 2.34 di bawah ini:
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Grafik 2.3 4
Persentase cakupan ASI Ekslusif berdasarkan Puskesmas Tahun 2015
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Sumber: Seksi Gizi Bidang B ina Kesehatan Keluarga Dikes Kota Denpasar

Meskipun secara umum di Kota Denpasar terjadi peningkatan cakupan ASI
Eksklusif dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nhamun hasil tersebut masih
perlu ditingkatkan . Cakupan ASI Ekslusif terendah di Puskesmas | Den pasar
Barat dan Puskesmas | Denpasar Timur, perlu adanya berbagai upaya yang
mampu meningkatkan capaian ASI Ekslusif di Kota Denpasar sehingga bisa

mencapai target yang ditetapkan..

Rendahnya cakupan ASI Eksklusif disebabkan oleh beberapa faktor
diantaran ya karena kebanyakan ibu -ibu yang memiliki bayi bekerja mencari
nafkah untuk menunjang kebutuhan keluarga sehingga tidak ada kesempatan
untuk memberikan ASI secara eksklusif mulai sejak lahir sampai bayi berumur 6
bulan dan lebih banyak memberikan susu for mula pada bayinya. Langkah yang
telah dilakukan meningkatkan cakupan ASI Ekslusif di Kota Denpasar adalah
meningkatkan promosi tentang pentingnya ASI Ekslusif dan teknik penyimpanan
ASI yang dapat dilakukan oleh ibu bekerja sehingga ASI nya tetap bisa din ikmati

bayi dan ibu tidak perlu berhenti bekerja. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi ke
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instansi pemerintah dan swasta tentang pentingnya menyiapkan ruangan

sebagai pojok ASI.

2.4.2.6 Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk
Kejadian gizi buruk p erlu dideteksi secara dini melalui intensifikasi
pemantauan pertumbuhan dan identifikasi faktor resiko yang erat dengan
kejadian KLB Gizi Buruk seperti campak dan diare. Menteri Kesehatan
melalui suratnya Nomor : 1209 tanggal 19 Oktober 1998 mengintruksi kan
agar memperlakukan kasus kurang gizi berat sebagai Kejadian Luar Biasa

(KLB) sehingga setiap kasus baru harus dilaporkan dalam 1 x 24 jam.

Penanganan kasus gizi buruk merupakan kegiatan pertama yang harus

dilakukan oleh petugas puskesmas dan rumah saki t pada saat KLB terjadi.
Kegiatan penanganan kasus gizi buruk adalah sebagai berikut:

a. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tanda -tanda gizi buruk, cara
merujuk, upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat

b. Mendekatkan pelayanan dengan cara menyia pkan pos baru/therapeutic
feeding centre (bila memungkinkan)

c. Melakukan pelayanan gizi dan pengobatan berdasarkan ADIME (Pedoman
Tata Laksana Penanganan Gizi Buruk rawat inap/rawat jalan)

d. Menyediakan sarana, suplemen gizi, makanan formula dan lain -lain

e. Upaya pencegahan meningkatnya jumlah Kkasus .gizi buruk dengan
meningkatkan daya tahan tubuh dengan imunisasi, makanan tambahan,
perbaikan kondisi lingkungan dan lain -lain

Upaya pencegahan dilakukan untuk melindungi penduduk yang beresiko

menderita gizi buruk, u paya ini dilakukan secara lintas program/sektor

seperti : Pemberian imunisasi, Peningkatan cakupan kapsul vitamin A

terutama pada daerah kasus campak, Peningkatan cakupan pemantauan

pertumbuhan, Penyuluhan kepada masyarakat dan konseling pada anak -anak

yang mengalami gagal tumbuh, Manajemen faktor resiko gizi buruk dan

koordinasi dengan program terkait. Jika faktor resikonya di luar kemampuan

sektor kesehatan maka dikoordinasikan dengan sektor lain, Memperhatikan

kondisi lingkungan dan ekonomi

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOENPASAR 20120:'1



Tabel 2.13 J umlah rata -rata gizi buruk (BB/TB) tiap bulan yang ada di Kota
Denpasar Tahun 2015

No Nama Puskesmas Jumlah Gizi Buruk
1 | Denbar 3
2 Il Denbar 2
Denbar 5
3 | Dentim 1
4 Il Dentim 0
Dentim 1
5 | Denut 2
6 Il Denut 0
7 Il Denut 0
Denut 2
8 | Densel 0
9 Il Densel 1
10 [l Densel 1
11 IV Densel 0
Densel 2
Kota Denpasar 10

Sumber data : Laporan Gizi Dikes Kota denpasar

Jumlah gizi buruk berdasarkan BB/TB yang ada di Kota Denpasar tahun
2015 sebanyak 10 balita dari 11 Puskesmas yang ad a di Kota Denpasar.
Semua kasus sudah tertangani dan mendapat bantuan berupa susu dan
biskuit selama 3 bulan bersumber dana dari APBD Il dan 4 bulan dari CSR.
Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Secara garis
besar penyebab anak k ekurangan Gizi disebabkan karena adanya penyakit
penyerta dan di akhir tahun masih tersisa 1 orang kasus gizi buruk yang

masih dirawat.
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2.4.2.7 Penanggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA)

Kekurangan vitamin A pada tubuh manusia dapat mengakibatkan
kebutaan, yang berawal dari gejala klinis rabun ayam/buta senja.
Penanggulangan Kekurangan Vitamin A adalah kegiatan menurunkan
prevalensi kekurangan vitamin A melalui upaya meningkatkan konsumsi

vitamin A melalui makanan sumber vitamin A dosis tinggi.
Cara pelaksa naan :

a. Menentukan sasaran dan dosis kapsul yang diberikan yaitu :

- Bayi umur 6 7 11 bulan diberikan kapsul vitamin A 100.000 IU (warna
biru) pada bulan Pebruari dan Agustus

- Balita 12 -59 bulan diberikan kapsul vitamin A 200.000 warna merah
diberikan 2 kali  setahun yaitu bulan Pebruari dan Agustus

- Bayi dan anak balita sakit (menderita campak, diare, gizi buruk atau
xeroptalmia) diberikan kapsul vitamin A dosis sesuai umur sesuai
tatalaksana kasus. Pada wilayah yang terkena KLB campak, seluruh
balita diberika n kapsul vitamin A pada seluruh desa.

- lbu nifas (0 -42 hari) setelah melahirkan segera 1 kapsul vitamin A
200.000 SI warna merah dan 1 kapsul lagi diberikan dengan selang
waktu 24 jam

b. Metode yang digunakan dalam pemberian kapsul untuk mencapai target
cakupa n adalah :

- Metode serentak yaitu bulan Pebruari-dan Agustus

- Metode sweeping atau kunjungan rumah dilakukan paling lambat selama
sebulan setelah pemberian serentak dilakukan

- Untuk sasaran ibu nifas dilakukan segera setelah bersalin atau pada

kunjungan perta ma neonatal atau pada kunjungan kedua neonatal

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOENPASAR 2012021



Tabel 2.14 Hasil Cakupan Vitamin A Bayi dan Anak Balita di Kota Denpasar

Tahun 2015
Pencapaian Hasil Target
No | Tolok Ukur (%) Sumber
n %

1 Vitamin Abayi6 1 11 bulan

Februari 5.147 100 | 97,5 Lap.6 bin

Agustus 4.482 100 | 97,5 Lap.6 bin
2 Vitamin A Anak Balita

Februari 27.378 99,53 | 975 Lap.6 bin

Agustus 27.647 99,63 | 97,5 Lap.6 bin
3 Vitamin A Ibu Nifas 16.045 99,76 PWS

Hasil pencapaian pendistribusian vitamin A sudah melebihi target yang

ditetapkan Provinsi yaitu 97,5%. Keberhasilan ini disebabkan oleh tingkat
partisipasi masyarakat cukup tinggi dan kesadaran masyarakat sudah cukup

tinggi akan arti penting vitamin A untuk balita mereka. Disamping itu juga

dilakukan sweeping v itamin A bagi balita. Sweeping dilaksanakan pada bulan
Maret dan September untuk meningkatkan cakupan. Segala kegaiatan
pemberian vitamin A ini akan tetap berhasil apabila kerjasama yang baik

antara petugas puskesmas dengan institusi yang lain seperti bida n swasta,

rumah sakit, klinik bersalin dan lain -lain agar tetap dipertahankan.

Grafik 2.34 Cakupan Pemberian Vitamin A Di Kota Denpasar
Tahun 2011 s.d 2015
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Sumber: Laporan Gizi Dikes Kota Denpasar
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Pada gambar diatas terlih  at cakupan pemberian Vitamin A dosis tinggi sudah

baik dengan pencapaian diatas target renstra (90%)

2.4.2.7 Penanggulangan Anemia Gizi Besi (AGB)
Anemia Gizi Besi adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb)
dalam darah kurang dari normal, sesuai dengan kel ompok umur, jenis
kelamin, dan kondisi fisiologis. Kekurangan zat besi dalam tubuh disebabkan

karena :

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anemia

adalah :

- Mempraktekkan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka
ragam makan an termasuk sumber pangan hewani yang kaya zat besi,
dalam jumlah yang proporsional. Makanan yang kaya sumber zat besi
contohnya : hati, ikan, daging, unggas, dan buah -buahan yang
mengandung vitamin C tinggi.

- Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan sa tu atau lebih zat gizi
untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut, contohnya tepung
terigu sejak tahun 2000 sudah diperkaya zat besi.

- Pada keadaan dimana zat besi dari makanan tidak tersedia atau sangat
sedikit, maka kebutuhan terhadap zat besi per lu didapat dari suplemen
(tablet tambah darah)

Kegiatannya berupa :

- Pemberian tablet/sirup besi pada kelompok sasaran
- Penyuluhan kepada masyarakat dengan pendekatan pemasaran sosial
untuk mengkonsumsi makanan alami sumber zat besi
- Pemanfaatan pekarangand engan tanaman sumber zat besi
Tenaga pelaksana distribusi yaitu petugas Puskesmas, Bidan di desa,
kader dan tenaga lainnya. Untuk mengembangkan kemandirian distribusi
tablet/sirup besi dapat dilakukan melalui bidan praktek swasta, rumah sakit

swasta, poli klinik, rumah bersalin, dokter swasta dan apotek.

Tablet tambah darah (TTD) adalah suplemen zat gizi yang mengandung

60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat (sesuai rekomendasi WHO).
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Program suplementasi TTD, dengan dosis pemberian : Anak usia sekolah (10
tahun/mandiri) , Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri 1 tablet TTD
secara rutin dengan 1 dosis tablet setiap minggu dan 1 tablet setiap hari

pada masa haid , Ibu hamil dan ibu nifas minum TTD dengan dosis 1 tablet

setiap hari selama masa kehamilanny a dan 40 hari setelah melahirkan.

Tabel 2.15

Cakupan pemberian Fe pada Ibu Hamil di Kota Denpasar Tahun 2015

No | Tolok Ukur Pencapaian/hasil Target Sumber
N %

1 Fel Bumil 16.926 100,42 98 | PWS KIA

2 Fe 11l Bumil 16.516 97,99 98 | PWS KIA

Catatan : Prosentase di dapat dari pencapaian Fe | dan Fe lll dibandingkan
dengan jumlah Sasaran ibu hamil

Hasil pencapaian pendistribusian tablet Fe | pada ibu hamil yang ada
sudah mencapai 16.926 bumil (100,42% ), dan pendistribusian tab let
tablet Fe Il pada ibu hamil mencapai 16.516 bumil (97,99%). Pecapaian Fe
Il belum mencapai target yatu 98% disebabkan karena: TTD yang diberikan

mengeluarkan aroma / bau khas besi dan warna hitam pada feses.

24.2.8 Lomba Balita Indonesia (LBI)
Tujuan LBI ad alah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia
melalui upaya pembinaan dan pengembangan kesehatan dan kesejahteraan
balita yang dimulai sejak dini, sehingga tercipta proses tumbuh kembang
anak secara optimal. Salah satu upaya tersebut adalah dengan men ingkatkan
kesehatan balita melalui upaya proaktif dengan melibatkan peran serta
masyarakat melalui kegiatan LBl yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran pengetahuan dan kemandirian para orang tua dan masyarakat.
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2.4.3 Promosi Kesehatan

Promosi kes ehatan dan peran serta masyarakat merupakan salah satu
program unggulan dimana sejak diberlakukannya PP 41 tahun 2007 promosi
kesehatan menjadi salah satu seksi pada Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Sebagai mana tercantum dal am keputusan
Menteri Kesehatan No 114/ MenKes/ SK /7 / 2005 , tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di daerah. Promosi Kesehatan adalah upaya
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dan , oleh,
untuk, dan bersama mastyrakat, a gar mereka dapat menolong diri sendiri, serta
mngembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat , sesuai dengan
kondisi social budaya setempat dan didukung oleh kebijakan public yang
berwawasan kesehatan.Adapun kegiatan promosi kesehatan masyarakat dan
peran serta masyarakat adalah penyebar luasan informasi kesehatan kepada
masyarakat agar masyarakat dapat berperilaku hidup bersih dan sehat . dengan
demikian akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun
kegiatan Promkes dan PSM di Kota Den pasar Tahun 2015 dilaksanakan oleh
segenap petugas kesehatan di tingkat Kota Denpasar, Puskesmas dan kader
kesehatan yang tersebar di 4 Kecamatan , di 43 Desa / Kelurahan di wilayah
Kota Denpasar. Kegiatan Promosi kesehatan dan PSM . di Tahun 2015 dapat

diuraikan sebagai berikut :
2.4.3.1 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)

Pembinaan PHBS dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke
tahundan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei PHBS di rumag tangga yang
dilakukan oleh 11 Puskesmas di Kota Denpas ar. Pembinaan PHBS dilaksanakan
oleh Tim Pembina PHBS Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota
N0.188.45/375/HK/2015 vyang terdiri dari unsur : Bappeda, PKK, Dinas
Kebesihan dan Pertamanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa , Bagian Kesra , Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olahraga,PD
Pasar Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Keuangan, bagian Hukum, Bidang bina

Kesmas,Bidang Bina P2P, Bidang PL, Bidang Yankes
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Pelaksanaan perilaku bersih dan sehat sejak dini dalam keluarga dapat
menciptakan keluarga yang sehat dan aktif dalam setiap upaya kesehatan
masyarakat (Profil Kes Indonesia, 2012). Untuk menanggulangi rumah tangga

yang rawan terhadap penyakit infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah

tangga yang ada perlu diberdayakan untuk melaksanakan Peril aku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS). Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada rumah
tangga di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah
ini :
Grafik 2.35 Tren persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar
Tahun 20 11s/d 20 15
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Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik 2.35 diatas menunjukkan bahwa selama lima tahun
terakhir jumlah rumah tangga yang ber PHBS sudah cenderung mengalami
peningkatan walaupun sem pat mengalami sedikit penurunan di tahun 2014
namun sudah dapat ditingkatkan kembali pada tahun 2015 . Capaian ini
sangat baik mengingat peran PHBS yang begitu penting dalam membantu
menumbuhkan budaya hidup yang baik dibidang kesehatan. Pada Renstra

Din as Kesehatan Kota dicantumkan target rumah tangga ber PHBS untuk

tahun 2015 sebesar 7 9%. Pencapaian Kota Denpasar sebesar 81,5% %, hal ini

menunjukkan  pencapaian Rumah tangga ber PHBS di tahun 201 5 sudah

mencapai target yang ditetapkan pada Renstra,
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untuk  tahun selanjutnya perlu terus digalakkan upaya untuk
meningkatkan cakupan rumah tangga ber PHBS dengan meningkatkan
pembinaan PHBS di rumah tangga dengan menggerakkan dan
memberdayakan keluarga atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan
sehat melal ui penyuluhan baik secara individu maupun berkelompok agar
setiap orang, kelompok atau keluarga tahu, mau dan mampu menolong diri
sendiri di bidang kesehatan.

Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS terdapat 10 perilaku hidup
bersih dan sehat yang dipantau, yaitu: 1) Persalinan ditolong oleh tenaga
kesehatan , 2) Memberi ASI ekslusif , 3) Menimbang balita setiap bulan . 4)
Menggunakan air bersih , 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun , 6)
Menggunakan jamban sehat , 7) Memberantas jentik di rumah seminggu
sekali, 8) Makan buah dan sayur setiap hari , 9) Melakukan aktifitas fisik setiap

hari, 10) Tidak merokok di dalam rumah

Tabel :2.36 Survei PHBS di Rumah Tangga Kota Denpasar Tahun 2015

NO | Puskesma: JUMLAH RUMAT JUMLAH RUMAH RUMAd TANGGA CAPAIAN
i TANGGA TANGGA YBIPANTAU BERPHBS (%)
1 | PUSKIDB 36.910 1.050 789 75,1
2 | PUSKIIDB 21263 1260 1178 93,5
3 [ PUSKIDS 15655 630 475 75,4
4 [ PUSK I DS 8787 840 1727 86,5
5 | PUSK III DY 6514 420 370 88,1
6 | PUSK IV Dj 210 210 165 78,6
7 | PUSKIDT 10646 1260 1090 86,5
8 | PUSKII DT 14070 1200 953 79,4
9 [PUSKIDU 10923 2875 2270 79,0
10 [ PUSK II DU 15846 630 454 72,1
11 [ PUSK Il DU 3920 980 781 79,7
TOTAL 144.744 11.355 9252 81,5

Sumber: Laporan Promkes Dikes Kota Denpasar Tahun 2015
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Bila kita lihat data per puskesmas persentase rumah tangga ber PHBS

tertingi di wilayah kerja Puskesmas Denpasar |l Barat (93,5%) sedangkan
terendah di Puskesmas Il Denpasar Utara ( 72,1 %) .
Grafik 2.36

Persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar
Berdasarkan Puskesmas Tahun 2015
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Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Bila dilihat berdasarkan kecamatan, Rumah tangga ber PHBS tertinggi
terdapat di Kecamatan Denpasar Barat (84 ,3%) dan terendah di kecamatan

Denpasar Utara ( 76,9 %) .

2.4.3.2 Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Pembinaan dan Evaluasi UKS dilaksanakan pada tingkat Taman Kanak -
kanak (TK),SD,SMP dan SMA/SMK. Pembinan dan Evaluasi UKS dilakukan oleh
Tim Pembina UKS Kota Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Wali kota
Denpasar dengan Nomor 188.45/376/Hk/2015 yang terdiri dari unsure
Disdikpora, Kantor Agama, Bagian Kesra, PMI, TP PKK, Bina PL, Bina P2P, Bina
Kesga. Adapun variable yang di evaluasi seperti 1. Fisik Sekolah: Ruang, Kepala

Sekolah, Ruang Guru, Ruang K elas, Perpustakaan,Ruang laboratorium Proses
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belajar mengajar, 2. Ruang UKS, Administrasi UKS, Pelayanan kesehatan di
sekolah, 3. Halaman, Pagar Sekolah, kebun sekolah, pengelolaan sampah, 4.
KM,WC,SPAL,Air Bersih, dan Kantin sekolah, 5. Tempat Ibadah, 6. organisasi
dan manejemen UKS, 7. Dokter kecil (untuk TK dan SD), Kader Kesehatan
Remaja (untuk SMP dan SMA/SMK), sekretariat UKS Kecamatan. Untuk tahun

2014 telah membina 16 sekolah yang terdiri dari TK Candra Kasih,SDN 13
Kesiman, SMKN 3 Denpasar untuk yang lomba tingkat Propinsi Bali , untuk
tahun 2015 telah membina 12 sekolah yang terdiri dari : SD 29 Pemecutan, SD

6 Pedungan, SD 29 Dangri Kelod, SD 2 Padang sambian ,SMP Wisata Sanur,

SMP Santo Yoseph, SMP PGRI 9 Denpasar, SMP Widya Sakti, SMKN 2 Denpa sar,
SMAN 1 Denpasar, SMK 2 Saraswati,SMA Muhammdyah. Disetiap Sekolah
diharapkan menerapkan TRIAS UKS vyaitu : Pendidikan Kesehatan, Pembinaan
Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan.

Pendidikan kesehatan yang diberikan berupa penyuluhan berbagai materi
sesuai dengan buku standar Kemenkes dengan pelatihan dokter kecil.

Pembinaan Kesehatan dilakukan untuk guru dan murid dalam administrasi
dan lingkungan sekolah sehat.

Pelayanan Kesehatan Pada Siswa yang dilakukan adalah pemeriksaan
kesehatan pada tingkat TK dilak ukan Stimulasi deteksi_Dini Tumbuh Kembang
Anak (SDIDTK), untuk tingkat SD sampai SMA dilakukan penjaringan dan juga
dilakukan imunisasi mengikutin jadwal Nasional. Khusus untuk immunisasi
canker Cervik sudah tiga tahun ini diberikan pada murid perempuan k elas 1 SMP

secara gratis dari dana APBD Kota Denpasar.

Kegiatan Trias UKS dilaksanakan Oleh 11 Puskesmas di tambah dengan

Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit, kuku ), Pemeriksaan status
gizi melalui pengukuran antropometri , Pemeriksaan ketaja man indera
(Pengelihatan dan pendengaran) , Pemeriksaan ' kesehatan gigi dan mulut ,
Pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan ,  Pengukuran

Kebugaran jasmani  dan Deteksi dini masalah mental emosional.
Melalui kegiatan penjaringan kesehatan diharapkan siswa SD/sederajat kelas 1
yang memiliki masalah kesehatan mendapatkan penanganan sedini mungkin

sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak usia sekolah.
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Untuk tahun 2015 persentase murid kelas | SD dan setingkat yang sudah

mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 100%.

Di tingkat sekolah dasar, pelayanan dasar gigi dilaksanakan melalui
Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS). Pelayanan dasar gigi ini
dilaksanakan pada murid kelas | dan VI sekolah dasar. Cakupan pemeriksaan
murid SD/MI tahun 2015 sebasar 60,6 % atau dari 72.698 anak SD/MI yang

ada, 48.669 anak mendapatkan pelayanan pemeriksaan dasar gigi. Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 15.119 anak memerlukan
perawatan dan dari jumlah tersebut 60,6% sudah mendapatkan perawatan . Ada

beberapa permasalahan dalam UKS yaitu : Ada beberapa guru UKS yang belum
memahami Program UKS karena belum pernah dilatih, Kurangnya Sarana
Penunjang diruang UKS. Dan sebagai tindak lanjut sudah diusulkan dana untuk
mengadakan pelatihan guru UKS dan dana untuk pembelian sarana penunjang
UKS.

2.4.3.3 Program Pengobat Tradisinal (Battra)

Program Pengobat Tradisinal (Battra) yang saat ini dirubah menjadi
penyehat tradisional (Hattra). Pembinaan battra dilakukan oleh Tim Battra Kota
Denpasar berdasarkan  Keputusan Walikota Denpasar NO. 188.45/ /HK/2015,
dimana anggotanya terdiri dari : unsure Dinas Kesehatan , Bagian Sosial, Tim
penggerak PKK,PHDI, Poltabes dan trantib. Di Kota Denpasar terdapat 362
battra yang tersebar di 4 kecamatan yang terdiri dar i battra berdasarkan
ketrampilan sebanyak 194, battra ramuan 61 orang, battra supranatural 29
orang , battra agama 85 orang. Untuk tahun 2015 telah dibina 33 battra

dengan 11 kali pembinaan.

2434 Program Taman Obat Keluarga ( Toga)

Toga yang dimaksud adalah taman dimana ada tanaman obat keluarga.
Dari 43 desa / kelurahan yang ada semuanya merupakan desa Toga, karena
setiap tahun Toga dilombakan ditingkat Propinsi. Pelaksanaan pembinaan
dilakukan oleh Tim Pembina Toga Kota Denpasar dengan keputusan Wal ikota
no. 188.45/312/HK/2015 yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, bagian Sosial,Bangdes,Tim Penggerak PKK, dan
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DKP Kota Denpasar, BPM PD, Bagian Kesra Setda Kota Denpasar,PHDI, dan
unsur PPT Untuk Tahun 2015 pembinaan T OGA dilakukan sebanyak 10 kali di
Desa sanur Kauh, Kelurahan Panjer, Desa Peguyangan Kaja, Kelurahan
Peguyangan, Desa Penatih Dangri, Kelurahan Penatih, Kelurahan
Padangsambian, Desa Pemecutan Kelod. Di samping pembinaan , tim juga
memberikan bantuan tana  man obat keluarga sebanyak 10 jenis tanaman
sebanyak 1.600 pohon untuk desa binaan dan buku saku toga masing T masing di

setiap desa binaan.
2.4.3.5 Program Kesehatan Olah Raga ( Kesorga)

Program yang dilaksanakan Pada tahun 2015 telah adalah sosialisasi ke
Puskesmas Se 1 Kota Denpasar untuk persiapan melaksanakan tes kesegaran

jasmani untuk murid sekolah dan PNS.
2.4.3.6 Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan sesuai tentang kawasan
Tanpa Rokok yang mana sasaran d ari kawasan ini adalah institusi pendidikan
dan institusi kesehatan, Perwali KTR NO0.25A Tahun 2010 sudah menjadi Perda
KTR Kota Denpasar NO.7 Tahun 2013 sosialisasi dilakukan melalui: media

elektronik yaitu Bali TV dan melalui penyuluhan kesekolah i sekola h.

2.4.4 Penyakit Menular

24.4.1 TB Paru
Penyakit TB Paru merupakan penyakit re emerging masih terus ditemukan
di Provinsi Bali. Secara nasional TB Paru merupakan penyakit tropis yang sangat
erat kaitannya dengan kemiskinan. TB Paru merupakan penyakit yang m asih
tinggi angka kejadiannya bahkan merupakan yang tertinggi ketiga di dunia.
MDGs menetapkan penyakit TB Paru sebagai salah satu target penyakit yang

harus diturunkan selain HIV AIDS dan Malaria.

Pada tahun 2015 ditemukan jumlah kasus baru BTA + sebanya k 471 kasus
menurun bila dibandingkan dengan kasus BTA + yang ditemukan tahun 2014

yaitu sebanyak 490 kasus. Menurut jenis kelamin kasus BTA+ lebih banyak
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terjadi pada laki -laki dibandingkan perempuan yaitu 304 laki -laki (65%), dan
167 (35%) perempuan.

1) Kasus Baru BTA Positif (BTA+)

Proporsi pasien baru BTA positif diantara semua kasus TB menggambarkan
prioritas penemuan pasien TB menular diantara seluruh pasien TB paru yang
diobati. Angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65%. Apabila proporsi
pasie n baru BTA+ dibawah 65% maka hal ini menunjukkan mutu diagnosis yang
rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang
menular/ pasien BTA+ (Kemenkes,2015). Proporsi pasien baru BTA positif
diantara semua kasus TB di Kota Denpasar tahun 20 15 sebesar 61%. Capaian
tahun 2015 ini sudah lebih baik dari capaian 2014 (46%). Hasil capaian ini
masih lebih rendah dari target yang ditetapkan (65%), kedepannya perlu
strategi yang lebih baik untuk meningkatkan Proporsi pasien baru BTA positif

diantara semua kasus TB.
Grafik 2.37

PROPORSI BTA POSITIF DIANTARA SELURUH KASUS TB PARU
DI KOTA DENPASAR TAHUN 2011 -2015
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2) Angka notifikasi kasus (CNR)

Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru
yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah
tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan

kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka
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ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan/trend meningkat atau

menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut( kemenkes,2015).

CNR kasus baru TB BTA+ tahun 2015 ( 148/100.000 pddk) menurun bila
dibandingkan dengan tahun 2014 ( 133/100.000 pddk) sedangkan CNR seluruh
kasus TB tahun 2015 (  148/100.000 pdkk) = meningkat bila dibandingkan dengan
tahun 2014 ( 133/100.000 pddk)

3) Angka keberhasilan pengobatan

Hasil pengobatan penderita TB Paru dipakai indikator succses rate , dimana
indikator ini dapat dievaluasi set ahun kemudian setelah penderita ditemukan
dan diobati. Sukses rate akan meningkat bila pasien TB Paru dapat
menyelesaikan pengobatan dengan baik tanpa atau dengan pemeriksaan dahak.
Pada tahun 201 4 angka sukses rate pengobatan penderita TB di Kota Denpasa

sebesar 90 %.

Gambaran penyakit TB Paru di Kota Denpasar seperti terlihat pada

grafik dibawah ini :

Grafik  2.38
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